
  

 

 
 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR  31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian 

intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu melaksanakan 

pengelolaan risiko; 

  b. bahwa dalam penilaian manajemen risiko berjalan efektif 

dan efisien perlu disusun Pedoman Manajemen Risiko 

yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai 

risiko tingkat Pemerintah Daerah dan di masing-masing 

Perangkat Daerah;  

  c. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Manajemen Risiko di Lingkungkan Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 



.. ' 

Tahun 2011 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 54'Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan · Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
· v ! .',' 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 

· ·' 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran ·Negara Republik Indonesia 
' • + • 

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969j; 

3. Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang· 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

' · . ' ·', · .·' 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

' . ' 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang 
. 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

.• !i ,o « 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
i 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
' + 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

; · ,, 

6. Undang-Undang Nomor .30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
+ ' 

Negara Republik IndonesiNomor 5601); 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
\'· . 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
· , 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
t, ' 

4890); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara'Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

' e 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
. -� .· . . . ,, ',·, 

Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah 
. 

,.,.._ 
. : . . ·, ,, . . . ' .. 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan ·Atas Peraturan 

,, 

Dalam Negeri Nomor '80 Tahun 2015 tentang 
! . ' 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
-:. ·., 

Rapublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
! 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Tahun 2016 Nomor 6); 



selanjutnya 

intern yang 

lingkungan 
, • ,· . . I 

. '· 

pemerintahan yang urusan pelaksanaan 

Tanjung Jabung T imur. 

,'. 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN 
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
. . . 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

f ' 

. l 

,. 

5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
adalah selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat 

daerah yang merupakan· aparat pengawasan_intern 
Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati. 

6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah 

Tanjung Jabung Timur. 

+ u 
berkelanjutan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, 
analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu risiko 

yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. 

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang 

pengendalian yang sudah ada. 
10. Pengelolaan risiko adalah proses yang proaktif 

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

disingkat SPIP adalah sistem pengendalian 

diselenggarakan secara menyeluruh di 
·:· 

Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah. 

8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang 

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah. 

9.' Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 

Menetapkan 



' 
,. .. . . ·_··:_'. ·:-··' 

telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 

kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk 

menetapkan level atau status risikonya. 
12. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan 

yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya. 
13. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat 

berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang 
' · · ··,·' 

digunakan untuk mengelola risiko di instansi. 
14.Kerangka Manajemen Risiko, adalah elemen atau perangkat 

organisasi yang menyediakan landasan bagi perencanaan, 

penerapan, pemantauan, peninjauan dan perbaikan 
berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh organisasi. 

15. Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang 
bersedia diambil instansi dalam upayanya 

+ ' 

tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 
16. Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi 

. ' ,. . ' ' ' 

nilai risiko yang masih diperkenankan/diterima oleh 
· 

Pemerintah Daerah setelah dilakukannya 
pengendalian terhadap risiko dalam upaya mencapai tujuan 
dan sasaran organisasi. 

17. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap 
suatu risiko. 

18. Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar 

menggambarkan risiko-risiko yang diperoleh sebagai 
Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja pada suatu 

% +, 

waktu terten tu. 
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat 

RTP adalah uraian .tentang kegiatan pengendalian 
akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

++ ! ' 

20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan 
untukmemastikan bahwa .kegiatan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 
atau norma yang telah ditetapkan. 

21.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang 
telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan ataukegagalan suatu 

. 



% 

dalam mencapai tujuan. · 
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah 
Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalh 
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 
24. Kebijakan . Umum Angggaran Pendapatan dan 

Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi'yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

%. 

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 
'dalam penyusunan RKA-Peragkat Daerah sebelum . '' ' ' .: ' 

disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah. 
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA, Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan dan, penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar. 
. ' 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 2 
Tujuan peraturan ini adalah : 

. ' : ' .. ' 

a. mhengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara 
efektif dan efisien; 

b. mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah' 
proaktif; 

c. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan; 
d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan 

sumber daya organisasi; " 
e. meningkatkan kepatuhan pada ketentuan 

perundang-undangan; 



f. meningkatkan kepercayaan para pemangku 

dan 

g. meningka.tkan ketahanan organisasi. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Manajemen risiko pemerintah daerah dilakukan 
• • i • • • ': : tz 

tingkat strategis pemerintahan daerah, tingkat strategis 

perangkat daerah, dan pada 'tingkatan kegiatan operasional 

perangkat daerah. 

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui : 

a. pengembangan budaya sad~r risiko; 
b. struktur rrianajemen risiko; 

c. penyelenggaraan manajemen risiko. 

BAB III 
TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO 

Bagian Pertama 
Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 4 

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai 

dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah. 
• ,. .� -:' . •._·: -:, ' '. i 

(2) Pengembangan Budaya .Sadar Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di 

seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja; 

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses 
/ 

pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; 
dan 

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang 
' .·, 

mendukung penciptaan budaya risiko. 

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko 



Bagian Kedua 
Struktur Manajemen Risiko 

.. ' risiko; 
c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; 

. ! .··· .'. . . . . . .. 
dan . . ... 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam 
organisasi. 

dimaksud pada ayat (2), berupa : 
·a. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen 

Pasal 5 
(1) Dalam melakukan manajemen risiko pada 

daerah, struktur manajemen risiko, yang terdiri atas: 
. . . . I 

' /" . . ' 

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko; 
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah; 

c. Sekretaris Daerah dan pimpinan Perangkat 
Daerah/unit kerja sebagai unit pemilik risiko (UPR); 

. · , '· 

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; 
dan 

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 
internal. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab manajemen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berwenang 

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko 

pemerintah daerah, serta mengalokasikan sumber daya 
yang tepat untuk membangun, memelihara, dan 

melakukan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko 
Pemerintah Daerah secara berkesinambungan. 

(3) Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan. 
' . 

manajemen risiko pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang 

«, 

mengordinasikan penerapan. pengelolaan risiko di 
. ' 



b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 6 

(4) Sekretaris Daerah dan pimpinan Perangkat Daerah/unit 
kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko 

. ' ;· ·. •'·• 

di lingkup kerjanya. 

kepentingan. 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta 
saran dan masukan terkait manajemen 
PemerintahDaerah kepaday Bupati dan 

· '., 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhani 
. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau 
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan 
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

(6) Asisten Sekretaris Daerah atau sebutan lainnya sebagai 
unit kepatuhan sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1) 

huruf d serta Inspektorat melalui kegiatan pemeriksaan 
berbasis risiko, melalui kegi~tan pemeriksaan berbasis 
risiko, bertanggungiawab memastikan kepatuhan dan 

mendukung kegiatan identifikasi sumber risiko serta 
memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan 
kerangka kerja manajemen risiko di lingkungan 
pemerintah dacrah dan perangkat daerah. 

(7) Inspektur sebagai penanggng jawab 
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

berwenang memastikan kepatuhan dan menduking 

kegiatan identifikasi sumber risiko serta memberikan � ' ' ; ; . ' . . . :-: . . . ]'. ;· .. :_: . . : . : 

rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja 
manajemen risiko. 

( 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko 
lingkungan pemerintah daerah, Bupati 
Komi te Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas: 
a. Bupati sebagai ketua; 



J 

meliputisosialisasi, yang daerah pemerintah 

. :. ,. ·,· . ! ' 

kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah; dan 

c. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi 
. . . 

pemerintah daerah dalam melaksanakan. proses 
penilaian risiko. 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
risiko di lingkungan pemerintah daerah; 

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan 

Pasal 7 
Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 
Pasal 6 memiliki tugas: 

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

sebagai Koordinator merangkapanggota; dan 
c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota. 

·' 

Pasal 8 

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan 
., .. 

risiko sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) 

c terdiri atas: » 
a. unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah; 

b. unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah Eselon 

II; dan 
1 

.·• 

c. unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja Perangkat 

Daerah Eselon III dan IV. 

Pasal 9 

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah 
Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

memiliki tugas: 
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 

pemerin tah daerah; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat 

pemerintah daerah; 
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah 



.' + 

daerah; 
·' d. melakukan kegiatan penanganan dan 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 
I 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 
, . . 

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas: 

,, . � 
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit 

eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing; 
' ' 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 
tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing 
masmg; 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko 
+ 

' ' 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat 
Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 
.. .. . 

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. menatausahakan proses penge,lolaan risiko. 

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki 

· · 1 

tugas: 

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap 
pencapaian program/kegiatan; 

. . 

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 
risiko; 

c. hasil identifikasi dan analisis risiko; dan 
d. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

BAB IV 
, 

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO 
�'Iii 

Pasal 10 
(1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan manajemen 

risiko. 

(2) Pelaksanaan. manajemen risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) dikoordinasikan olh Sekretaris Daerah. 



Bagian Kesatu 
Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko 

. 

Pasal 11 
. ' 

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi 
Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan 
pengendalian, strategi pelaksanaan manajemen 

t 

meliputi : 
1 

·.• • • 

a. melakukan penilaian risikodan pengendalian 

yang mempunyai dampak negatif yang 

terhadap pencapaian tujuan. dan sasaran yang 
ditetapkan; 

b. menyiapkan sarana dan :prasarana yang 
sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar 

operasional prosedur; 
c. mengintegrasikan manajemen risiko 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggung 
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

sasaran yang telah ditetapkan; dan 
d. melakukan pemantauan secara terus menerus 

perbaikan pada saat pelaksaniaan, pertanggungjawaban, .: · 

atau untuk bahan perencanaan berikutnya. 
' ' '. 

Pasal 12 

(1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi: 
a. Penetapan Risiko yang terkait dengan tujuan dan 

sasaran dan strategi Pemerintah Daerah dan setiap 

jenjang organisasi perangkat daerah yang didasarkan 

atas hasil analisis terhadap risiko yang melekat pada 

setiap tahapan proses dan layanan serta transaksi yang 
telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik 

dan kompleksitas kegiatan pemerintahan daerah; dan 
b. upaya menjamin seluruh risiko telah teridentifikasi dan 

. . . ''., ' :.. . . ::-,. ..··· 

terdapat program pengendalian yang terencana dan 
terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada ? 

pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. 



Bagian K~dua 
Paragraf 1 

Informasi dan Komunikasi 

+' 

dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit meliputi: 
a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan 

toleransi dan risiko pemerintah daerah; dan 
b. pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang 

memadai untuk membiayai konsekuensi risiko 
diperkirakan. 

telah ditetapkan; • 
' 

b. ·mendapat perlindungan · hukum yang 
mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan 

c. Pemerintah Daerah dapat miemastikan dengan tingkat 

keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan 

Pasal 13 
(1) Kriteria risiko yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam 

.,. . . 
Pasal 12 ayat (2) paling sedikit meliputi hal : 
a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi .pada level 

yang telah ditetapkan untuk dikelola sesuai 'dengan: 
toleransi dan selera risiko Pemerintah Daerah 

, 

(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penanganan risiko baik risjko yang dikelola sendiri 
maupun yang ditransfer/ risiko yang dipindahkan kepada 
pihak lain. 

.·· 
pada pegawai, proses, dan sistem yang ada. 

(2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana 

P~sal 14 
(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan 

. . . .' . 

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang 
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu: 
a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. proses penilaian risiko; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian. 



Paragraf 2 

Proses Manajemen Risiko 

Pasal 15 

(1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang efektif 
. ,. : .. '·. 

pengendalian 

', 

kelemahan 

indikator kinerja utama. 

lingkungan 
' . . . . . 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, 
diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 

lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan 

Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan 'risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan 

pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah 

(1) Identifikasi 

. ',' 

Pasal 16 

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses 
yang meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan 
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam 
melakukan pengelolaan risiko. 

b. penetapan tujuan; 
c. identifikasi risiko 
d. analisis risiko; 
e. evaluasi risiko; 

• f. penanganan risiko; dan 
i 

g.pemantauan dan reviu risiko. 

. . ' . . . . 

dan efisien, dilakukan proses mnajemen risiko.secara terus 
menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama 

program dan kegiatan yang mendukung 

indikator kinerja utama. 
(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian 



·, 

dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam 
setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

Pasal 18 
(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 huruf b, dilakukan dalam proses perencanaan kinerja 

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. 
(2).Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan : 

a. lingkungan internal dan eksternal; 
b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan 

c. pihak yang berkepentingan.. 

Pasal 19 

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruf c, dilakukan dengan'mengidentifikasi risiko 

Pemerintah Daerah dan risiko Perangkat Daerah dengan 

tahapan meliputi: 

a. penilaian risiko dimaksudkan·untuk mengidentifikasi 
risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan 

sasaran instansi pemerintah dan merumuskan 

kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk 

memperkecil risiko. 

b. 'penilaian risiko dilakukan atas: 

1. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
2. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit 

kerja; dan 
3. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah' 

/unit kerja. 
c. penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 
d. penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) 

.. . I . . . ·.. . , . : ., , .. · _.. ,.. . ..... 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b 
angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan'proses 



Perangkat Daerah. , 
t, 

mendokumentasikan proses identifikasi risiko 
sebuah daftar risiko. 

f. 

.· 

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko; dan 

f. melakukan analisis terhadap peta risiko. 

(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif 

dan/atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan 

dampak. 

(5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan 

. . . . . ' 

b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko; 

c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem 
mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan 

praktik yang ada; 
d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinant 

erjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya; 

penyusunan renstra Perangkat Daerah atau 
setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. 

e. penilaian risiko atas tujuan operasional 
(program/kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja. 
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, 
dilaksanakan bersamaan dengan proses•penyusunan 
Rencana Kerj@a Anggaran Perangkat Daerah atau segera 
setelah diselesaikannya Rencana Kerja Anggaran 

Pasal 20 
(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

hurul d, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat 
risiko. 

(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko 
dan besarnya dampak. 

(3) Tahapan pelaksanaan analisis risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : 
a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, 

ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis 
risiko yang dilakukan; 

· ' 

_______;,_.....:.,_ __ _,;;..;,_....;..___..;�-�-- 



'» Pasal 21 

(3) huruf e, dengan mempertimbangkan selera risiko, 
toleransi risiko dan kriteria risiko sebagaimana terlampir. 

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 
dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut: 

a. risiko sangat rendah warna hijau; 
b. risiko rendah warna biru; 
c. risiko sedang warna kuning; 
d. risiko tinggi warna jingga; dan 

e. risiko sangat tinggi warna merah. 

dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 
dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah 
ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang 

. . . • ' . . -t 

telah ditetapkan. 

(6) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat . ' ' :· . . 

. ' . . 

(1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya 
. ,, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman 
dalam penyusunan : 
a. hasil identifikasi dan Analisis Risiko .Tingkat 

Pemerintah Daerah; 
J 

b. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Perangkat 

Daerah; 
c. hasilidentifikasi dan Analisis Risiko Tingkat pemilik 

Risiko Kegiatan; dan 
d. Matrik hasil identifikasi dan analisis risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

' . 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Matrik hasil analisis terhadap peta risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f tercantum dalam 

+ l 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 



Pasal 24 • 

(1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksuddalam Pasal 

16 huruf f, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai 
• ·, I 

Pasal 23 
(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

. ' 

ayatmenghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi 

risiko. 

(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan 

pilihan penanganan risiko. 

(2) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan 

hanya gejala permasalahan. 

risiko 

. . . 
a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan 

melakukan evaluasi risiko; dan 

b. melakukan evaluasi risiko secara berkala. 

(3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi 
\_._ 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan; 

b. prioritas penanganan risiko; dan 

c. besarnya dampak penanganan risiko. 

Pasal 22 
( 1) Evaluasi risiko se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

. . •, ! ; 

huruf e, dilakukan untuk pengambilan keputusan 

mengenai perlu' tidaknya dilakukan penanganan 
lebih lanjut serta prioritas penaniganannya. 

· · .' 

(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana 
. . . . 

dimaksud pada ayat (l) meliputi kegiatan : 

Peraturan Bupati ini. 

+ 

disusun berurutan sesuai dengan peringkat risiko, berisi 

urutan prioritas rsiko dan daftar risiko. 

(3) Peringkat risiko sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



' (3) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan 
jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil 
penilaian risiko. · · · 

(4) Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa Rencana . Tindak Pengendalian, berisi 

penanganan untuk membangun pengendalian yang 
diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan. 
pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas. 

(5) Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud 
'· · ' 

pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

. Bupati ini. 

Pasal 25 

(1) Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf g, dimaksudkan untuk memastikan 
bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai 

rencana dan/atau ketentuan. . 

(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan · reviu risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 

a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko 

dengan cara membandingkan antara kinerja aktual 

dengan kinerja yang diharapkan; 
b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses 

penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan 

tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas 

penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di 

dalam lingkungan kerja; dan 
c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala. 

(3) Hasil pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud 
4 

pada ayat (1) berisi pemantauan terhadap pelaksanaan 

atau realisasi penanganan risiko.: " 
Pemhantauan ditaksanakan oleh pimpinan secara . . 

berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah 

(Pejabat Eselon II), Kepala Bagi@an/Kepala Bidang (Pejabat 

(4) 



,. ' 

Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian (Pejabat 
Eselon IV) sesuai dengan . ruang lingkup 
kewenangannya. 

(5) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah 

Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit 
Kepatuhan. 

(6) Pemantauan dalam bentuk'evaluasi terpisah 

dilaksanakan oleh Inspektorat,selaku penanggung jawab 
pengawasan pengelolaan risiko meliputi: 

a. audit; 

b. reviu; 
c. pemantauan; 

d. evaluasi; dan 1 

e. pengawasan lainnya. 

BAB V 
PELAPORAN 

Pasal 26 

(1) Setiap Perangkat Daerah membuat laporan pelaksanaan 

manajemen risiko. 

(2) Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. laporan identifikasi dan analisis risiko; dan 

b. laporan penanganan risiko. 

Pasal 27 

Laporan pelaksanaan manajemen. risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 28 
. ' 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

%. 



2

2

2

31

31 Oktober

31 Oktober

•• t 

, 
f, · Ditetapkan di Muara Sabak 

pada tanggal 
BUPATI TANJUNGU 

. .· ' ' . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Pasal 29 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten 

; 

Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 17), dicabut 
dinyatakan tidak berlaku. 

SAPRIL 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 202 

NOMOR 

Diundangkan di Muara Sabak 

pada tanggal 202 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 



231

;· '·. ·.' 

% 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

RISIKO 

pedoman 

MANAJEMEN 

diperlukan 

penerapan pengelolaan risiko 
' ' : . . . . 

PEDOMAN 

Daerah 

, 
Dalam rangka 

pemerintah 

1 

mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko organisasi yang 
', ·· . . .i • .: 

oleh Instansi Pemerintah. 

' 

. 
penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan yang ditetapkan 

. . 

untuk melakukan penilaian risiko di instansinya masing 

masing, yang terdiri dari kegiatan mengindentifikasi risiko dan 
kegiatan menganalisis risiko. Berdasarkan PP SPIP tersebut, 

,.· ,. ,l,•:··· ,: . 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB 
TANJUNG JABUNG TIMUR 

;· . ·. . . ·- .- . ,· ' ' ''. 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR TAHUN 202: 

TENTANG 

LAMPIRAN 
. 

2008 tentang Sistem Pengendalin Intern Pemerintah (SPIP) 

pada Pasal 13 telah mewajibkan Pimpinan Instansi Pemerintah 
. . . . . . . -· .• . . ' ' . . : . ' . . . . . � .. 

harus dikelola seluruh lini organisasi dengan menetapkan 

langkah-langkah pengendalian risiko sampai pada tingkat yang 

dapat diterima, termasuk tindakan yang diperlukan di tingkat 

pimpinan instansi pemerintah daerah tertinggi 

memastikan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah. 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 



untuk metodologi dan 

penyusunan pedoman 
risiko ini adalah untuk 

prosedur 

manajemen penerapan 

serangkaian 

2 

Ruang lingkup pedoman ini hanya berlaku di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

Mencakup budaya, struktur, dan proses manajemen 
risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur yang tidak terbatas pada pemetaan Risiko 
di setiap Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja, 
kegiatan analisis risiko dan evaluasirisiko serta Rencana 
Tindak Pengendalian. 

memberikan acuan dan panduan bagi Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menerapkan 
kerangka manajemen risiko .yang terintegrasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur melalui organisasi yang terstruktur serta 

i t 

Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam 

dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Manajemen risiko strategis tingkat Pemerintah 
Daerah, dilakukan oleh Bupati·bersama Wakil Bupati, 
dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko · 
Tingkat Satuan Kerja di bawah. koordinasi Sekretaris 
Daerah. 

2. Maksud Dan Tujuan Panduan 
Maksud dan tujuan 

mengidentifikasi dan menganalisis risiko sehingga 
diperoleh DaftarRisiko, Peta Risiko, Mitigasi Risiko dan 
Pemantauan Risiko serta melaporkan risiko-risiko yang 

. . ' '. , . . . � . , 

sudah ada maupun yang mungkin timbul dalam upaya 

pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. 
3. Ruang Lingkup 



. ·. 

Manajemen Risiko Strategis (Entitas) OPD bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen 

Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Manajemen 
risiko strategis OPD dilakukanoleh masing-masing 

. · . ./ 

Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai 
Unit P~milik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik 

Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. 

Manajemen Risiko Operasional OPD 
, % . . '' 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
: I\,. . . _: , . . ., , . . .. , : 

sasaran operasional kegiatan utam OPD yang tertuang 

dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; 
Penetapan Kinerja OPD (Perkin atau KUA PPAS), dan 

; , 

,'. · 
Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Manajemen 

. . . ,. 

risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan 

oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajarannya, 

dibantu Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Tingkat 
i .2. 

Eselon 3 dan 4. 

3. Pengertian Umum . 
Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh 

para ahli mengenai risiko sesuai dengan disiplin keilmuan 
• · • ' ;i 

dan lingkup keahliannya. Risiko memiliki keterkaitan 

dengan ketidakpastian. Berikut ini merupakan definisi 
manajemen risiko dari berbagai sumber : 

Manajemen Risiko adalah up~ya untuk'mengurangi 

dampak dari unsur ketidakpastian (Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia). 

Manajemen risiko adalah budaya, proses, dan 
struktur yang diarahkan menuju Manajemen potensi, 

peluang dan akibat secara efektif (Menurut AS/NZS). 

Manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas 
. . 

terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola 
• · v;: 

dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko 
yang dihadapinya (Menurut ISO 31000) . 

Manajemen risiko adalah proses yang dijalankan 

oleh Dewan Pengawas Manajemen (Dewan Direksi), 

3 



manajemen dan personel lain dalam entitas, diterapkan 
pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian 

. '' 

perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian 

potensial yang dapat .mempengaruhi entitas, dan 
mengelola risiko selaras dengan selera risiko entitas, 
untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap 

pencapaian sasaran dari entitas (Menurut ERM COSO). 
Peran manajemen risiko diharapkan dapat 

mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, 
I 

mengembangkan good corporate/government governance, 
+ • ' • ». ·,' ;' ">, 

mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, 

mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki 

organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang 
reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya 

dapat mengefektifkan upaya.pencapaian tujuan 
organisasi. 

., 

BAB II KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO· 
.. . 

Kerangka kerja, manajemen risiko Pemerintah 
. . 

Daerah merupakan seperangkat komponen yang menjadi 
dasar dan tata kelola seluruh kegiatan manejemen risiko 
organisasi. Kerangka Manajemen Risiko adalah elemen 

· 
atau perangkat organisasi yang diberi mandat'dan 

· komitmen untuk menyediakan landasan ·bagi 
perencanaan,,penerapan, pemantauan, peninjauan dan 

. . 

perbaikan berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh 
organisasi. 

Kerangka kerja manajemen risiko Pemerintah 
Daerah memastikan informasi risiko yang lengkap dan 
memadai yang diperoleh dari hasil proses manajemen 
risiko akan dilaporkan dan digunakan sebagai salah satu 
rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran organiasi. Kerangka kerja 
ini ditujukan untuk membantu mengintegrasikan 

manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem 
menajemen Pemerintah Daerah. 

4 



1. PRINSIP·MANAJEMEN RISIKO 

Manajemen risiko memiliki 11 prinsip sebagai 

berikut: 
Menciptakan dan melindungi nilai manajemen 

risiko.berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif 
dan peningkatan, antara lain, kesehatan dan 
keselamatan manusia, kepatuhan.terhadap hukum dan 
peraturan, penerimaan publik, perlindungan lingkungan, 
kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi, serta 
tata kelola dan reputasi Pemerintah Daerah. 

Bagian integral proses dalam organisasi: manajemen 
risiko adalah bagian tanggung jawab manajemen dan 

merupakan suatu bagian integral ·dalam proses normal 
organisasi seperti juga merupakan bagian dari seluruh 
proses proyek dan manajemen perubahan. Manajemen 
risiko bukanlah merupakan aktivitas yang berdiri sendiri 
yang terpisah dari aktivitas-aktivitas utama dan proses 
dalam organisasi. 

Bagian dari pengambilan keputusan organisasi 
manajemen risiko membantu pengambil keputusan 
mengambil keputusan dengan informasi yang cukup, 
menyusun pilihan-pilihan terinformasi, membantu dalam 
memprioritaskan tindakan. 

Pada akhirnya, manajemen risiko dapat membantu 
memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima atau 

apakah suatu penanganan risiko telah memadai dan 
efektif. 

Secara eksplisit menangani ketidakpastian � 
manajemen risiko menangani aspek-aspek 
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, dan 
bagaimana menanganjnya. 

Bersifat sistematis, terstrukt~ur, dan tepat waktu : 
manajemen risiko niemiliki kontribusi terhadap efisiensi 
dan hasil yang konsisten, dapat. dibandingkan, serta 
memberikan hasil yang dapat diandalkan. 

t. 
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-, 
+, 

memantau dan menanggapi perubahan. 
v· 

Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan 

pengembangan berkelanjutan organisasi : 
' ,. -�� 

. - 
Pelibatan para. pemangku kepentingan, terutama 

pengambil keputusan, dengan sesuai dan tepat waktu 
• 'w 

pada semua tingkatan organisasi, memastikan 
manajemen risiko tetap relevan dan mengikuti 
perkembangan. Pelibatan ini .juga memungkinkan 

. · 
pemangku kepentingan untuk cukup terwakili dan 

diperhitungkan sudut pandangnya dalam menentukan 
kri teria risiko. 

Manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, 
responsif terhadap perubahan : 

Seiring dengan timbulnya peristiwa internal dan : 
eksternal, perubahan konteks dan pengetahuan, serta 

diterapkannya pemantauan dan peninjauan, risiko-risiko 
baru bermunculan, sedangkan yang ada bisa berubah 

atau hilang. Karenanya, suatu organisasi harus 
memastikan bahwa manajemen; risiko terus 

Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia : 

input bagi proses mengelola risiko berdasarkan pada 
sumber informasi seperti pengalaman, umpan balik, 

t ··, ,. -·,- .. •.:.: I .·,:·.•i ' .. , .· .. 

pengamatan, prakiraan, dan pertimbangan pakar. 
Meskipun demikian, pengambil keputusan 
terinformasi dan harus mempertimbangkan . ' . 

keterbatasan data atau model .yang digunakan 
kemungkinan perbedaan pendapat antar pakar. 

Dibuat sesuai kebutuhan : manajemen 

diselaraskan 'dengan konteks eksternal dan 

organisasi serta profil risiko. 
Memperhitungkan faktor manusia dan 

manajemen risiko organisasi mengakui kapabilitas, 

persepsi, dan tujuan pihak- pihak eksternal dan internal 
yang dapat mendukung atau 'maiah menghambat 
pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif: 
+ 



Organisasi harus mengembangkan 

mengimplementasikan strategiuntuk memperbaiki 

kematangan manajemen risiko mereka bersama aspek 

aspek lain dalam organisasi mereka. " 
2. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 

+ 

Kepala Daerah mendukung sepenuhnya 

manajemen risiko Pemerintah Daerah dan manjemen 
' ' . ' . 

risiko di seluruh organisasi perangkat daerah dan unit 
Pemahaman dan pengamalan prinsip manajemen risiko 

harus diinisiasi, didorong, dan diarahkan oleh pimpinan 
% 

melalui sebuah kebijakan sebagai upaya membangun 

komitmen insan organisasi untuk menerapkannya. 
' Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas 

penyelenggaraan pengendalian intern, pemerintah daerah' 
,, 

wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko dengan 
I .. . :: . 

mempertimbangkan laspek biaya manfaat (cost and 
benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian 

risiko, struktur Manajemen risiko, perkembangan 
teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif 
atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun 
kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, 
kebijakan Manajemen risiko perlu ditetapkan sebagai 
bentuk penegasan sistem Manajemen risiko yang akan 

• 
·. ',"? 

diterapkan sekaligns sarana untuk membangun Budaya 
Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang 
konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan 
pengaturan Penyelenggaraan Manajemen Risiko 
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan 
Bupati ini. 

Bupati memiliki komitmen yang kuat dan 
berkelanjutan dalam menerapkan manajemen risiko 
Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara efektif. 
Penerapan manajemen risiko Pemerintah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur yang baik akan menunjang 
pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik 
dan akan meningkatkan kerja, serta berkomitmen untuk 
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mengalokasikan sumber daya yang tepat 
membangun, memelihara, dan melakukan perbaikan 
kerangka kerja manajemen risiko Pererintah 
secara berkesinambungan. 

A. Perencanaan Kerangka Manajemen Risiko 

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko 
mencakup pemahaman mengenai organisasi 
konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen 
menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, 
mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam 
bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko, 

.' 

dan menetapkan mekanisme komunikasi intern dan 
eksternal. Setclah melakukan perencanaan kerangka 
kerja, maka. dilakukan penerapan proses manajemen 
risiko. 

Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya 
dan anggaran yang mamadai untuk 
manajemen risiko Pemerintahan Daerah seperti sumber: 

daya manusia yang berpengalaman, ketrampilan dan 
pengetahuan yang dipelihara serta ditingkatkan secara 

'. . • • • •, • ; .- ''! ., •., • ' " 

berkala, sumber daya lain yang diperlukan dalam � . . ' ' ' . ' 

pelaksanaan manajemen risiko, bisnis proses dan 

prosedur terdokumentasi serta sistem informasi dan 
sistem manajemen pengetahuan (knowledge management 

system). 

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan 
. . . . . ·.'. 

manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi: 

1) Konteks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah 

Konteks Manajemen risiko pada Pemerintah Daerah 
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, 
tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan 
pada tingkat kegiatan (operasional)Perangkat Daerah. 
·a. Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 

Manajemen risiko strategis Pemerintah Daerah 
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas 
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tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang 
' � 

tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka 
. 

Menengah. Daerah (RPJMD). Manajemen risiko 

strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh 
' ' 

Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala 
Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah 

Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. 
b. Manajemen Risiko Strategis· (Entitas) Perangkat 

Daerah. 
Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah 

bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas 
+ , • ' •• 

tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang 
tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis 

• '+. 

Perangkat Daerah (Renstra.Perangkat Daerah).. 
Manajemen risiko strategis.. Perangkat Daerah 
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat 

Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR 
Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

c. Manajemen Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Manajemen risiko operasioal Perangkat Daerah 
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas 
tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama 
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti 
: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau 

. ' 

RKPD). Manajemen risiko strategis dan operasional 
tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing 
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran 

· , « • 

manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon 
. ' : · 
II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

Koordinator teknis Manajemen risiko strategis 
Perangkat Daerah'dilakukan oleh Sekretaris 
Perangkat Daerah/Kepala Bagi~n/Kepala Bidang yang 
menangani perencanaan, sedangkan Koordinator 

. ' . . ·- ": 

Teknis Manajemen risiko operasional dikoordinasikan 
,;, ·_ 
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oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan 

pada Perangkat Daerah. 
d. Penetapan Struktur Analisis Risiko. 

I• 

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan 
" . 

memberikan pemahaman yang sam'a bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam Manajemen risiko di lingkup 
Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek 

aspek Manajemen risiko, yang antara lain meliputi: 
. . >· . . . ' ' 

Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. 
. . I • .• • 

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya 
' . ' 

peraturan perundang-undangan baru, perkembangan 

teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. 
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya 
keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia 

yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, 

kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana 
kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 
16 PP 60 Tahun 2008). 

Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui 
., . 

pengarub atau akibat yang ditimbulkan, seandainya 

peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian 
. ' tujuan terjadi. Pihak yang terkena dampak, 

diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak 
tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
pencapaian tujuan. 

e. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan 

memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam Manajemen risiko di lingkup 
pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan 
analisis atas risiko-risiko yang.telah diidentifikasi, 
sebagai dasar pengambilan ·keputusan mengenai 
tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat 
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan 
respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian 
risiko terdiri dari 3 komponen, ya.itu: 
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f. Skala Dampak Risiko 

elanggar 
nbiasa, 
anksi ·. 

Isu negatif 
dan tersebar [n serius, 
uas di banyak] terkena 

edia pidana/ 
perdata 

Pemberitaan Pelanggara 
egatif, biasa, 

namun tidak /sanksilisan 
signifikan 

da 
[pemberitaan 

egatif, 
namun tidak 
material 

Kegiatan · · · . 
terhenti, 
ujuan tidak 
ercapai. 

Kegiatan · Negatif dan 
erhambat,. 

Kegiatan . Isu negatif Pelanggaran] 
Sangat.'[dan tersebar erius, 

erhambat, [di beberapa ;anksi 
Kurang "[media dministras 
Efektif [Nasional/ 

• [local 

da 
ambatan, 

dan dapat 
ditangani 

Kerugian 
ukup besar 

Kerugian 
Besar 

Kerugia 
K,ecil, tidak 
material 

Kerugian da 
ecil sekali ambatan, 
an sangat dan 

idak material [tertanganii 

4 

5 

2 

3 

1 
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Kecil 

Sedang 

Besar 

. ' ,. . : :. : 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau 

dampak risiko diperlukan untuk,menjamin konsistensi 
dalam analisis dampak risiko. Sebagai contoh kategori 

',.: ,, . ·,,: . ··;.,•,·· ·. 

dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

Kategori 
Dampak 

Sangat 
kecil 

Sangat 
besar . 

a. .Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas 
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam 
kemungkinan terjadinya risiko. 



I 1· • 

Tindakan 

Diperlukan · · 
indakan mengelola 

risiko 

Penerimaan 
Risiko 

Harus menj~di 
perhatian 
managemen 

Diperlukan ·.- · . · · Disarankan diambil 
engendalian yang 'indakan jika 

ebih baik · rsedia Sumber 
aya 

Kategori 

Tinggi 

Sedang 

� 

Skala 
Nilai 
Risiko 

0,01- 15 

5,01- 10 

t ' 

'. 

No. Program/ Uraian Skor Skor SkalaNilai 
Kegiatan Risiko Dampa Kemungkinan 

k 
1. - - 3,4 2,3 7,8 

. '· 
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diterima. 
Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai 
berikut: 

b. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil 
perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas 
risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau 
menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar 
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat 

c. Kriteria Skala Nilai Risiko 

Jika menggunakan skala 5, maka kriteria yang digunakan 
untuk menentukan Tingkat risiko (risiko rendah, sedang, 
tinggi dan sangat tinggi) dan apakah dapat diterima 
(acceptable) atau perlu dilakukan penanganan risiko 
sebagai berikut : 



,', 

URAIAN SKOR 
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t+ 

Kriteria risiko ini akan digunakan dalam tahap analisis 
evaluasi risiko untuk memeringkat .risiko dan 
apakah risiko tersebut dapat diterima atau 

' ( 
perlakuan iebih lanjut. Output dari evaluasi risiko adalah 
prioritas risiko yang dapat digambarkan dalam Peta Risiko. 

··-:.' . . '. ·. . ... ' 

. . . . 

prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan 
sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi 
dan diterima. 

' . 
membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat 

•• . -· 

i 

; .•• : • ·, ''.! 

tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah 

dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen 
pemerintah daerah. 

+ • 

Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi 

(orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang 

d. Kriteria Evaluasi Risiko : 

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas 
acceptable/unacceptable risk, dapatpula digunakan matriks. 
risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta 

kriteria level risiko/risk appetite yang.telah ditentukan. 



14 

B. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Manajemen 
Risiko 
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Manajemen 
Risiko, adalah sebagai berikut : 

risiko 
(menerima biaya/akibat apabila Risiko 
terjadi) 

Mengalihkan eksposur risiko kepada 
pihak lain (ekstern~al / internal) 
Mengurangi eksposur kemungkinan 

atau dampak(eksternal/internal) 
Menghindari eksposur risiko dengan 
cara tidak melakukan/ menghentikan 
aktivitas dimana risiko melekat. 

1. 

2. ALIHKAN 

3. KURANGI: 

4. HINDARI · 

Proses penyusu Proses penyusunan Arahan dan kebijakan - ·Komite pengelolaan - Dokumen Arahan 
nan RPJMD (Satu RPJMD penilaian risiko 5 ·.Risiko dan kebijakan tohun sebelum tahunon - Sekda selaku penilaian risiko 5 RPJMD 5 tahunan Penyusunan Risiko '- UPR Pemda (Kepak Tohunan berjalan sd RP JMD Strategis Pemda Daerah dan Kepala • Daftar Risio dan ditetapkan) 0PD/sxPD)' RTP Strategis 

Pemda 

2 Proses penyusunan Proses penyusunan Penyusunan Risiko ·• Komite pengelolaan Daftar Risiko dan RTP Renstro OPD ( Sotu Renstra OPD Strotegis (Entitos) • risiko . Strategis (Cntitas) tahun sebelum 0PD • Sekda selaku 
RPJMD 5 ahunan , Koordinator 0PD 
berjalan sd RPJMD • UPR Tingkat Es.1/2 
ditetapkan) (Kepal'OPD/sKPD 

dan Kobag/Kabid 
0Pp) 

3 Januari - Mei Penyusunan RKPD Komite Pengelolaan 
Tahun 20IX-I dan Renja 0PD Arahan dan kebijakan Risiko Dokumen Arahan dan 

penilaian risiko kebijakan penilaian 
tchunon risiko tahunan 

4 Agustus-·Septem Penyusunan RKA • Kepala OPD 
ber 20x 0PD (Penetapan Penyusunan Risiko - Unit Pemilik Risiko . Daftar risiko dan RTP 

rencana sasaran & Operasionol OPO Tingkat Es 3, 4 0PD Operosional OPD 
pogu onggaran per Pengkomunikasian 
kegiatan Risiko dan RTP, 

e. Penanganan Risiko 

Proses penanganan risiko di Pemerintah Kabupaten 
+ 

Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dari ketentuan yang 
telah ditetapkan pada bab sebelumnya mengenai Tingkat 
Risiko yang dapat diterima. Terdapat 4 kategori 

t+ 

penanganan risiko yang akan dipilih oleh Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu: 

1. TERIMA Eksposture risiko Selera 



5 Oktober Tahun Penyusunan RAPBD, - Kepala OPD 
20IX-1 Perda APBD Penyusunan atau - Komite Pengelolaon - Perbaikan RIP •'' 

·. 

Revlsl KSOP Rlsiko . - KSOP 
Pengkomunikasian. - UPR Tingkat Pemdo, - Notulen pengkomu 
perubahan KSOP Tingkat Eselon 1, 2, 3 . nikosion 

dan 4 - Finolisasi Daltar 
6 November Penyusunan Sekda selaku risiko dan RTP 

i Desember Tahun Rancangan DPA 0PD, koordinator 
20I¥-L don penetopon DPA 

OPD 

Januari sd Pelaksanaan APBD - Komite Pengelolaan 
7 Desember Tahun Penyusunan atou Risiko 

201¥. penyempurnaan ,. · . - UPR Tingkat Pemda, 
KSOP (Tindak lanjut Tingkat Eselon 1,2, 3, 
RTP) dan 4 
Pelaksanaan KSOP - Komite Pengelolaan 

· Risiko 
- Kepola OPD 
- Pelaksana Program 

dan kegiatan 

Berkala - UPR Tingkat Pemda, 
- Form Monitoring (Tiiwulonan) Tingkat Eselon 1 

Pelaporan don , · dan. Risiko 
monitoring risiko dan 2, Tingkat Eselon 3 - Form Monitoring Tl 
KSOP dan4 RT# ": 

: - Unit Kepotuhan 
Sekda selaku 

koordinator 

Pemantauan kinerjo, , Unit.Kepatuhan - Notulen rapat 
risiko, don efektifitas ' Perigelolaan Risiko -· Laporan peman 

'» KSOP yang dibangun '. tauan (triwulanan, 
tahunan, 5 
tahunan) 

Juni-Juli Tahun 201¥ Penyusunan KUA Reviu dan pemutakhi-· - UPR Pemda Daftar Risiko dan RT. 
PPAS (Penetapan ran Risiko Strategis' (Kepala Daerah Strategis Pemda 
sasaran makro don Pemda. dan Kepalo yang dimutakhirkan 
pagu onggoron Catatan: OPD/SKPDS 
Pemda) Risiko strategis - Sekda selaku 

Pemda akan diriviu ·, 
Koordinator 

dan dimutakhirkan 
setiap tahun 

Agustus-September Penyusunan RKA Reviu dan pemutakhi - Kepala Daerah 
201X 0PD (Penetapan ran Risiko Stiategis - Sekda selaku 

rencana sasaran & (Entitos) OPD K0ordinator 
pgu onggoran per Catatan: - Unit Pemilik Risiko 
kegiatan Risiko strategis Tingkat Es. 1 dan 2 

(entitas) OPD.akan t, 
(Kepala oPD/SKPD 

diriviu don dan Kabag/Kabid 
dimutakhirkan setiop 0PD) 
tahun 

8 Januari - Februari Pelaporan Keuangan Pelaporan Pengelo - Kepala Daerah 
Tahun 20IX+1 Reviu APIP laan Risiko Tahun 20IX - Kepala OPD 

- UPR Tingkat 
Pemda, Tingkat 
Eselcn I dan 2, 
Tingkat 
Eselon 3 dan 4 

- Unit Kepatuhan 
- Sekda selaku 

koordinator 

9 Februari - Maret Evaluasi pengelolaan - Inspektorat (APIP Laporan Evaluasi 
Tahun 201X+I) risiko oleh APIP Daerah) · Pengelolaan Risiko 

Ponilaian Maturitas - Kepala Daerah 
SPIP .- Kepala OPD .' Laporon Penilaian . 

- Inspektorat (APIP) Maturitas SPIP 
Daerah 



Adapun keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan 

Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin 

dalam pemanfaatan dokumen penilaian risiko yang telah 
disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbanigan 

· ·. 
dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT 

berbasis risiko oleh Inspektorat. 

Hal tersebut sesuai dengan PP 6 Tahun 2008 pasal 49 . ' . 
4+ 

ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat 

Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang didanai dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. 

Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 

mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa : 
a. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi 

identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi 
Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 

.. 
komprehenisif. : 

b. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan 

pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian 

pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa: • 
a. Penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat 

· 

Perangkat. Daerah, terutama penilaian risiko pada 
· . 

tingkatan kegiatan pada pimpinan tingkat menengah; 
b. Inspektorat selaku APIP di Daerah perlu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat 
Daerah . 

BAB III MANAJEMIEN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 
,· · 

A. Struktur Manajemen Risiko 
Struktur Manajemen risiko Pererintah Daerah 

adalah sebagai berikut: 
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secara 

UNIT PEMILIK RISKO 
TK. PEMDA 

Inspektu Daer ah 

• PENANGGUNGIAWABPENGAWASW 
• UNIT PEMIIK RISIKO TK. ESELON2 

Camat Ser, Bidrg 

Kepla Badan 
Daerah 

,' + 

·.. 
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" vauuGGuNG JAWAS 
Bupati / Walilota 

• KO0ORD1NATOR PENYELENGGARAAN' 
PENGELOLA RS#KO ' 

+ UNIT PEMILJK RISIKO TK. Esekon.2 
Sekretaris Daerah 

Kepala 
Dimas/0FD 

9 Kepola IJPllJ 

]sate.sas] 

5elwan 

Unit Kepatuban 
Assten Seida/ Unit 

verg Dtunjut 

KOMITE PENGELOUN 
RO ; 

b. Mengimplementasikan manajemen risiko 

UNIT 
PEMIUK 
RSO 

TX. Eselon2 " 

UNIT PEMLIK 
R5KO 

TU. Eselan 3 
d3n 4 

Berdasarkan struktur tersebut, fungsi first line of 

defense diperankan olehpemilik risiko dan unit Manajemen 
risiko. Lalu fungsi second line of defensediperankan oleh 
Unit Kepatuhan Risiko dan Komite Manajemen Risiko 
sedangkan fungsi third line of defense diperankan oleh 

pengawas internal atau Inspektur. Struktur Manajemen 
risiko diuraikan sebagai berikut: 
First Line of Defense 

1. Penanggungjawab 
Bupati sebagai penanggungjawab berwenang 

menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko 
Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala 
Daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap 
keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah 
Daerah. Bupati menetapkan Pedoinan Penilaian Risiko 
Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 
Manajemen risiko. 

Kepala Daerah berkomitmen untuk: 
a. Memastikan manajemen risiko menjadi bagian integral 

proses bisnispemerintah daerah dan menjadi salah 
· • • s' 

satu dasar pengambil keputusan. . 



holistik dan terpadu sesuai dengan prinsip tata kelola 
untuk menciptakan nilai bagi setiap pemangku 

kepentingan dan mencapai tujuan dan 

Pemerintah Daerah. 
c. Menggunakan pemantauan kejadian risiko, evaluasi 

penanganan risiko, dan hasil. asessmen maturitas 

manajemen risiko untuk perbaikan berkelanjutan 

terhadap penerapan manajemen risiko. ,. ' ., 

d. Mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang 
+ • 

memadai bagi praktik manajemen risiko di Pemerintah 
· Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komitmen 

penyediaan sumber daya manusia untuk 
manajemen risiko dilaksanakan dengan cara : 

I 
. . .• •. . . . 

1) Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas 
setiap jenjang jabatan yang terkait . 
penerapan Manajemen Risiko. Kualifikasi 
tersebut dijabarkan dalam dokumen 
Pemerintah Daerah. 

2) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas 
SDM yang ada di Pemerintah Daerah 
memastikan SDM dimaksud,miemahami tugas dan 
tanggungjawabnya, baik untuk Unit Perilik Risiko 
(OPD), Komite Manajemen'Risiko maupun unit 
pendukung yang bertaniggung jawab atas 
pelaksanaan Manajemen Risiko. 

3) Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas 
pimpinan dan personil satuan kerja perangkat 

daerah, Komite Manajemen Risiko dan Inspektorat. 
4) Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada 

masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan sifat, 
jumlah, dan kompleksitas kegiatan Pemerintah 

Daerah. 

5) Memastikan bahwa pejabat dan staf yang 

ditempatkan pada masing-masing Satuan Kerja 
tersebut memiliki pemahaman mengenai Risiko 
yang melekat pada setiap program dan aktivitas 
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Pemerintah Daerah, Kemampuan mengkomunikasi 
. '· 

implikasi-implikasi eksposre Risiko tersebut 
kepada Kepala Daerah dan'Komite Manajemen 

Risiko secara tepat waktu:. 
B. Penetapan Toleransi Risiko : 

+ 

Bupati menetapkan selera dan toleransi risiko guna 
memberikan kejelasan informasi· kepada pemangku 
kepentingan Pemerintah Daerah mengenai sikap 
Pemerintah . 

Daerah terhadap risiko. Sikap tersebut menjadi 
. . 

gambaran batasan kesediaan Pemerintah Daerah dalam 
menanggung risiko demi pencapaian sasaran atau tujuan 
yang ingin diraih. Selera dan toleransi risiko Pemerintah 
Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berkala 
atau sesuai kebutuhan. 

Selera Risiko adalah :/ sebuah pernyataan 
Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

, . ' · " , , I 

yang berisi informasi kepada pemangku kepentingan 
Pemerintah Daerah mengenai jenis/tingkat risiko yang 
dapat diterima organisasi dalam meraih t~juan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. 

] .'· 
Pernyataan atas tingkat risiko yang akan diambil 

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 

"Dalam upaya meraih visi dan misinya, Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur memilih risiko dengan 

. · '. 

tingkat "rendah terhadap perspektif pemangku 
kepentingan, perspektif financial, perspektif proses 
internal, · serta perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan." Toleransi risiko adalah: suatu pernyataan 
Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 
yang berisi informasi kepada para pemangku kepentingan 
Pemerintah Daerah mengenai batasan nilai risiko yang 
masih diperkenankan untuk dikelola oleh Pemerintah 
Daerah dalam meraih sasaran organisasi. 
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Toleransi risiko Pemerintah Daerah secara 
sesuai: kebutuhan) dikaji atau tahun . (setiap 

d. Memberikan informasi yang dianggap penting terkait 

pelaksanaan manajemen RisikoPemerintah Daerah di 

lingkungan kerjanya kepada Pejabat Komite 

Manajemen Risiko. 

e. Melakukan penilaian profil di entitas masing-masing 

untuk dilaporkan sesuai dengan mekanisme. 

c. Membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko 
· . 

sebagai Pemerintah Daerah untuk disampaikan secara 
. 

� 
•. .' ' .·· .... - · .•. ·. ! :. :·· . 

berkala (periodik) kepada Pejabat Komite Manajemen 
. Risiko. 

'. 

penilaian risiko di wilayah kerjanya. 
b. Memfasilitasi kegiatan manajemen risiko sebagai 

perwakilan dari Unit Manajemen Risiko. 
. I' 

, ·4! 

a. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan 

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

Koordinator Manajemen Risiko memiliki tugas dan 
tanggungjawab sebagai berikut : 

kesesuaiannya dengan perkembangan atau perubahan 

konteks internal/ eksternal Pemerintahan: .: daerah 
e > 

diperbaharui atas persetujuan Kepala Daerah. 

2. Koordinator penyelenggaraan 
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggara 

berwenang mengoordinasikan Manajemen Risiko d 
lingkungan pemerintah Daerah..Dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah 

Koordinator Penyelenggaraan, melakukan 

antara lain: 
a. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 

u 

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen 
manajemen risiko misalnya.surat menyurat, 

undangan rapat, dan notulen; 

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; 
I . 



b. UPR Pemilik risiko tingkat eselon II: 
Kepala SKPD : Ketua Pemilik Risiko OPD 

c. UPR tingkat unit Eselon III dan. IV: 

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari: · , · . 

3. Unit Pemilik Risiko (UPR) • 

Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit organisasi yang ·. 
bertanggung jawab melakukan· Man~jemen risiko di 
lingkup kerjanya. 

a. UPR Pemilik risiko tingkat pemerintah daerah: 

untuk ditunjuk yang 

Kepala. Sub Bagian/ Sub 
' ' I ': ' 

"' 

' 

Bidang / Seksi / Pegawai / Staf 

menangani perencanaari 
Seluruh Kepala Sub Bagian 
Bagian / Sub Bagian/ Sub 
Bidang/Seksi pada Bagian / 

Bidang yang bersangkutan 
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: Manajemen Risik0 OPD 

Anggota 

Koordinator Teknis 
merangkap anggota 

Sekretaris Dinas 

. 

Bupati Penanggung Jawab : 

: 

Sekretaris Daerah Ko ordinator Manajemen 
Risiko Bappeda atau unit 
kerja lain 

, : 

Yang menangan1 Koordinator Teknis. 
Perencanaan 

: 

Ketua Kepala Bagian I Kepala 
Bidang yang menangani 
perencanaan 

'' 
pada 

Pemerintah Daerah 
: 

Anggota Seluruh Kepala 
.. Perangkat Daerah 

Asisten Sekretaris Unit Kepatuhan 
Daerah · .. 



Tanggung Jawab pemilik risiko adalah: 
1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk 

assessment) atas risiko tingkat strategis 

dan/atau tingkat aktivit~is, 'serta melaksanakan 
pengendalian yang ada.di unit kerja masing 

mas1ng. 

2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam 
. pelaksanaan kegiatan sehari-hari. 

3. Menyelenggarakan catatan.historis atas tingkat . 
capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di 
masa lalu dalam unit kerj~ masing-masing, 

sebagai indik~tor peringatan dini (early warning 

indicator) dan sebagai database untuk 
memprediksi keterjadianrisiko di masa yang 

akan datang., • 

4. Menyusun · hasil penilaian risiko (risk 

assessment) untuk. dilaporkan kepada Unit 
Kepatuhan. 

5. Memberikan masukari kepada Komite 
Manajemen Risiko 
pengendalian risiko. 

6. Melakukan 

tentang pelaksanaan 

pengendalian monitoring 'dan 

terhadap pelaksanaan pengendalian. 

Manajemen Risiko Unit Kerja meriliki tugas dan . . 
tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Melakukan ·koordinasi dan pemantauan 
kegiatanpenilaian risiko di Satker/OPD/SKPD. 

2. Memfasilitasi kegiatan manajemen risiko sebagai 
perwakilandari Unit Manajemen Risiko. 

3. Membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko 
. ' . 

sebagai Unit Pemilik Risiko' OPD/SKPD untuk 
disampaikan secara berkala (periodik) kepada 
Koordinator Manajemen Risiko . 
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.·' 

diPemerintah Daerah diterapkan secara efektif 
· ' 

yang meliputi sosialisasi, bimbingan, dan 
pelatihan Manajemen Risiko. 

risiko 

Second Line af Defense 

1. Pejabat Unit Kepatuhan 
+ f 

Pejabat Unit Kepatuhan yang mengambil peranan 
second line of defense dalam struktur manajemen 
risiko Pemerintah Daerah disebut dengan istilah 
Unit Kepatuhan Risiko. Unit Kepatuhan Risiko di 
lingkup Pemerintah Daerah adalah Asisten 
Sekretaris Daerah melaksanakan pemantauan 
atas Implementasi Manajemen Risiko Entitas. 
Tanggung jawab Unit Kepatuhan Manajemen Risiko 

1. Memastikan bahwa kebijakan Manajemen Risiko 
. . · . . 

4. Memberikan informasi yang dianggap penting 
terkaitpelaksanaan manajemen Risiko Unit Kerja 
di lingkungan kerjanya kepada Pejabat Komite 
Manajemen · Risiko. 

5. Melakukan penilaian profil di entitas masing 
masing untuk dilaporkan sesuai dengan 
mekanisme yang sudah ada. 
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2. Memastikan objektivitas: dan konsistensi 
proses identifikasidan pengukuran risiko 

3. Memastikan efektivitaspelaksanaan kegiatan 
assurance risiko 

Kegiatan Unit kepatuhan Manajemen Risiko 
Tingkat Entitas adalah melaksanakan pemantauan 
atas Implementasi Manaj~men Risiko Tingkat . ' 

Pemerintah Daerah yang meliputi : 

.. 
3. Pemantauan proses penilaian 

(identifikasi dan analisis risik0). 

1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self 
Assessment) Maturitas Penerapan Manajemen 
Risiko. 

e 2. Pembinaan terhadap · Manajemen Risiko 



,·, 
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Sekretaris Daerah. 

serta 

audit hasil 

arahan 
4% 

kebijakan, 

4. Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan 
rencana tindak pengendalian. 

5. Pemantauan tindak lanjut 

1. Merumuskan 

. ' ' . 

Komnite Manajemen Risiko terdiriatas: 
1) Bupati sebagai Ketua; 

2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai 
koordinator merangkap anggota; 

3) Kepala OPD sebagai anggota. 

yang menyimpang dari prosedur normal; 

2. Melakukan pembinaan terhadap Manajemen 
Risiko pemerintah daerah yang meliputi 
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 

. Manajemen risiko di lingkungan pemerintah 
daerah; 

3. Membuat laporan triwulanan, semesteran dan 
tahunan kegiatan pembinaan Manajemen risiko 
yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq. 

menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis 
· · 

Manajemen Risiko. 
6. Pelaporan kepada pemilik risiko entitas. 
7. Memberikan umpan balik berupa usulan/ 

rekomendasi perbaikan pelaksanaan 
manajemen risiko oleh unit pemilik risiko. 

8. Membuat laporan triwulanan dan tahunan 

kegiatan pemantauan Manajemen Risiko. 

2. Komie Manajemen Risiko 

Dalam rangka mendukung Manajemen Risiko 

tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat 
membentuk Komite Manajemen Risiko, dengan 

' ' 

tugas sebagai berikut: 



Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen . 
Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat 

Keputusan Kepala Daerah. 

Third Line of Defense 
. . 

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
o ' • I 

Timur selaku unit pengawasan internal pemerintah 
daerah yang mengambil peran third line of defense 

. ! ·,·• • 

dalam tataran struktur Manajemen Risiko 
Pemerintah Daerah. Inspektur bertanggungjawab 
untuk memberikan keyakinankepada Kepala Daerah 
dengan tingkat independensi dan objektivitas 

tertinggi di internal Pemerintah Daerah. 

Inspektorat Daerah 
Pemerintah Daerah melaksanakan sistem 

pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif 

terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan 
d 

operasional pada seluruh 'jenjang organisasi 
Pemerintah Daerah. 

Tugas dan tanggungjawab Inspektorat 
Pemerintah Daerah yang menyeluruh dalam rangka . . 

penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi: 
d 

1. Memastikan kesesuaian. sistem pengendalian 
intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang 
melekat pada kegiatan usaha dan dan jenis 
layanan Pemcrintah Daerah. 

2. Penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk 

pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen 
Risiko. 

. ' ' 

3. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk 
pemantauan kepatuhan :prosedur Manajemen 
Risiko dan Penetapan Limit Risiko. 
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a. Merekomendasikan struktur organisasi 

manajemen risiko Pemerintah Daerah: 

Manajemen risiko secara keseluruhan 
• ', s 

dini 

jelas secara 

peringatan 

Inspektorat · Daerah Kabupaten 
Jabung Timur terkait 

menggambarkan 

b. Memberikan 

. 26 

. ' 
1) Melakukan Penilaian (assessment atas 

maturitas Penerapan Manajemen Risiko di 
Pemerintah Daerah; · 

2) Melakukan audit atas Penerapan 
Manajemen Risiko' pada seluruh 
Pemilik Risiko di Pemerintah Daerah; 

c. Memastikan kecukupan proseduruntuk 
, · · · . 

memastikan kepatuhan Pemerintah Daerah 
terhadap peraturan perundang- undangan. 

Pemerintah Daerah. 

b. Memastikan pelaporankeuangan dan kegiatan 
operasional yang akurat dan tepat waktu. 

• . . . !" ·, 

I 

d. Melakukan dokumentasi secara lengkap 
memadai. 

e. Melakukarverifikasi dan reviu terhadap sistem 
pengendalian intern terkait Manajemen Risiko. 

Tanggung jawab lainnya Inspektorat Daerah : 
a. Memberikan layanan konsultasi penerapan 

. . ! ' ·::·., . .•. :' · .. ·. . .·: . . ... ' .. 
Manajemen Risikodi Pemerintah Daerah. 

meningkatkan efektivitas Manajemen 
dalam penyelenggaraan tugas dan 

Pemerintah Daerah. 

c. Melaksanakan kegiatan reviu dan 
terhadap rancang bangun serta implementasi '.. . .·. :· . •, '. 

d. Kegiatan 
Tanjung 

4. Penetapan jalur pelaporan dan pemisiahan fungsi 

yangjelas. 



3) Melaksanakan tugas'lainnya terkait dengan 

pengawasandan kohsultasi atas penerapan 

Manajemen Risiko 

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam 

penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat 
Daerah atau Pejabat yang menangani fungsi 

pengawasan intern. 

Akuntabilitas Penerapan Manajemen Risiko 

Tugas dan tanggung jawab dari setiap pemangku 
o• j • I ' 

kepentingan terkait Manajemen risiko diatur dalam 

matrik RAC! sebagai berikut: 

Kebijakan A R R C 
dan 
Rencana 
Keria 
Penerapan A R c R 

Pemant A R R A 
aua dan 

t+ 

Peninja 
uan • 
Reviu 

Perbaikan A R R R A 

Berkelanjut 
an 
Komunikasi A R R R A 
dan 
Konsul 
tasi 
Penetapan C R R A 

Konteks 

Identifikasi C R R I A 

Risiko 

Analisis C R R A 

Risiko 

Evaluasi C R R C A 

Risiko 
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terjadi. yang perubahan 

=Consulted (Pihak yang memfasilitasi/dimintai 
. . ' • ! • ' . '.1• . 

. 3. C 
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.' + 

manajemen risiko adalah rangkaian 
berkelanjutan yang ditujukan bagi pengendalian dan 

. . 

penanganan risiko agar sesuai denigan tingkat risiko 
akan diambil oleh Pemerintah Daerah. 

dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang akan 
direviu dan dikinikan secara berkala 

BAB IV PROSES IANAJEMIEN RISIKO 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan 

' · · 
manajemen risiko. Prosedur dan proses tersebut 

4. I= Informed (Pihak yang diinformasikan) 

Masing-masing entitas dan/atau fungsi tersebut 
memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana 
diamanatkan oleh Peraturan .Deputi Kepala BPKP 
Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
Nomor 4 tahun 2019. 

Saran dan pendapat) 

Keterangan: 
1.R = Responsible (Pihak yang bertugas 

tahapan manajemenrisiko) 

2. A = Accountable (Pihak yang bertanggungja 

terhadap tahapan manajemen risiko) 

mengakomodasi 

·, 

Prosesmanajemen risiko meliputi: .. 
1. Komunikasi dan Konsultasi; 
2. Penetapan konteks; 

3. Identifikasi risiko; 
4. Analisis risiko; 
5. Evaluasi risiko; 
6. Penanganan risiko; 

7. Pemantauan dan peninjauan. 



A. Komunikasi dan Konsultasi 
Komunikasi dan konsultasi adalah sebuah proses 

berulang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh para 

pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur untuk memahami aktivitas yang 

f% 

dilaksanakan dalam penerapan ·Manajemen risiko di 
Pemerintah Daerah, termasuk di dalaminya fungsi, peran, 
kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang diemban 
masing-masing pihak dalam pelaksanaan proses 
Manajemen risiko. 

Arah komunikasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur menghubungkan antara pemilik risiko, 
Koordinator Manajemen Risiko, Pejabat Unit Kepatuhan, 
Inspektur, Komite Manajemen Risiko, dan Bupati. Profil 

risiko di OPD/SKPD akan diagregasikan oleh Koordinator 
Manajemen Risiko di Kantor OPD/SKPD. Koordinator 
Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur akan melakukan koordinasi dan agregasi 

' · 

atas laporan profil risiko seluruh OPD/SKPD sehingga 
menghasilkan profil risiko Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur terintegrasi untuk dilaporkan kepada 
Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko akan . 
menggunakan laporan tersebut sebagai masukan 
pembuatan perencanaan Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur yang berbasis manajemen risiko yang 
kemudian akan dilaporkan ke Bupati Tanjung Jabung 
Timur. 

B. Proses Manajemen Risiko 

Manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran 
manajemen dan segenap pegawai di lingkungan 
Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut : 
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Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi 
lingkungan pengendalian pelaksanaan urusanwajib/ 
pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. 

I 

Mengidentifikasi kelemahan- kelemchan dalam setiap sub unsur lingkungan 
pengendalian intern ' 

Simpulan kondisi lingkungan pengendalion intern dan kelemahan dalam sub 

unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan 

Tingkat Pemda: 
- Sekda selaku Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala .0PD/ 

Eselon Idan ll) "· 
- Fasllitator · · · · 

- Penyusunan RP'MD 
- Direvlu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 

- Reviu dokumen, analisis informasi.dari media massa, wawancara dll 
-Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengon metode GEE 

ldentifikasi Kelemahan Lingkungan .------ 
Pengendallan Intern.(1) 

Kegiatan Pengendalian (3) --------- 

Penilaian Risiko (l:) '. 

Tujuan 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Keluaran 

Waktu 
t 

Sumber data utoma 
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Tahapan proses Manajemen risiko pemerintah'daerah, 
terinci sebagai berikut : 

· 
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

,o • ' j I 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan 
. I .· , . . , . ; 

pengendalian intern dapatdisajikan sebagai berikut 



31 

+ 

media massa, internet, hasil penelitian, dan 
sumber-sumber lain yang relevan. 

Mendasarkan 
kepada dua hasil 

simpulan sementaro 
yaitu hasil penilian 
awal don hasil survei 

persepsi 

Survei persepsi 
pegawai atas 

kondisi lingkungan 
pengendalian 

melalui Control 
Environtment 

#l {valuation(CEE) 

Kajan, reviu atas 
kondisi dan kultur 

instansi berdasarkan 
hasil audit, kajan, 

berita, wawancar, 
data lainnya 

bersangkuta misalnya audit operasional, audit 

kinerja, dan audit lainnya atas urusan 
wajib/pilihan terkait; 

Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan. 
· 

Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 
4 

a) 

b) 
wajib/ pilihan oleh Inspektorat; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian 
urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan 
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalriya. 

Persiapan data 
dan kuesioner 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam 
urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah langkah 

sebagai berikut : 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan 
pengendalian 

1) Persia pan data 
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan 
pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah 
Daerah dapat berupa : 



e) Penyusunanlembar kuesioner survei lingkungan 
pengendaliandan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner 
(ilustrasi sebagaimana form 1). 

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai 
] 

berikut: 

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

A. PEN GANT AR 
'1 

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertuj~an untuk 
keperduan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi: lingkungan pengendalian di unit instansi 
Bapak/lbu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/lbu mngisinya dengan benar 
dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/lb dan rekapitulasi 
kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/lbu sekalian. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 
Berilah anda silang untuk posisi anda ssat inf? 

1. El Pe[abat Struktural 

2. [] Pejabat Fungsional Tertenu 
3. [l Pelabat rungsional Umum/Staf 

C. PETUNJUK PENGI SIAN 

1. Isilah dengan memberikan tickmar {V) pada salah satu kotak pilihan jawaban. 
2. Bap3k/lbu dpat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir 

kuesioner ini. 
3. Apabila terdapat peryataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada rasilitator. 

KUESIONER EVALUASI LJNGKUNGAN PENGENDALIAN 
•' 

: ' 

PERTANYAAN /KUESIONER : PILIHAN JAWABAN N. 
I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 

' 
A. Pengembangan Integritas dan Nilai Etika ,. 

1 Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika 1. CJ Tidak Pernah 
pada tingkah laku sehari-hari . ' 2. D Jarang · : 

3. L) Sering 
4. □ Selalu 

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 
pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Respondeny 
diharap mewakili dari berbagai bidang dan saat menjawab 

', ' · 

diharapkan sesuai kondisi sebenar-benarnya pemahaman 
responden atas pertanyaan tersebut, sehingga hasil 
rekapitulasi menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya 
untuk dilakukan perbaikan. • 

' 

32 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

Mod' 
us 

R 
6 

R 
5 

3 3 

3 3 

,. 

.'· 

3 3 3 

3. 3 2 

3. 

3 

32 3 2 

3 

3 

3 

33 

4 

3 

JAWABAN 
RESPONDEN 'R 

R 
1 

PERTANY AAN 
/KUESIONER 

+ 

b c. 
PEN~GAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, 

Standar kompetensi 3 
setiap pegawai 
/posisi jabatan 
telah di ten tukan 

Pelanggaran aturan 3 
perilaku/kode etik 
telah ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 
yangberlaku 

. Pemda telah memiliki I3 
aturan perilaku 
(misalnya kode etik, 
pakta integritas, dan 
aturan perilaku 
pegawai) yang telah 
dikomunikasikan 
kepada seluruh 
pegawai 

Telah terdapat fungsi 
khusus di dalamu 
instansi yang 

melayani pengaduan 
masyarakat atas 
pelanggaran aturan 
perilaku/kode 
etik 

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 
i 

Form 1 CONTOH 
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN 

LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN 
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

:%. 

Pegawai yang 
kompeten telah secara 
tepat mengisi posisi 
/jabatan 

Pegawai [3 3. 3 
mendapatkan pesan ' 
integritas & nilaietika 
secara rutin dari 
pimpinan instansi 
(Misalnya 
keteladanan,pesan 
moral dll) 

N 
0 

1 

4 

3 

2 

1 

2 

B 

A 



KEPEMIMPIN AN YANG KONDUSIF 

l 

Gaya pimpinan dapat 3 4 
mendorong pegawai 
untuk meningkatkan 
kinerja 

Pimpinan 3 3 I3 
menerapkan 
Manajemen risiko 
dan pengendalian 
dalam pelaksanaan ' 
tugas dan 
pengambilan 
ke utusan 

3 

3 

3 3 

3 3 

2 3 

3 3 

3 

3 

2 3 2 

3 

2 3 

3 3 

• 'w 

,'+ 

4 

3 

4. 3 

3 3 

2 
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3 I3 

3 

3 

Pimpinan 3 
menetapkan Sasaran 
strategis yang selaras 
dengan visi dan misi 
Pemerintah Daerah 

Pimpinan 2 3 (3 
membangun 
komunikasi yang 
baik dengan anggota. 
organisasi untuk 
berani 
inengungkapkan 
risiko dan secara 
terbuka menerima/ 
menggali pelaporan 
risiko masalah 

Pimpinan. ·telah 2 3 
menetapkan. 
kebijakan Manajemen 
risiko yang 
memberikan 
kejelasan 
arah Manajemen 
risiko 

I 

4 'Terdapat pelatihan 3 
terkait Manajemen 
risiko, baik pelatihan 
khusus maupun 
pelatihan terin tegrasi 
secara berkala. 

3 Pemda telah memiliki 
dan menerapkan 
strategi peningkatan 
kompetensipegawai 

c 

2 

3 

4 

5 
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PENYUSUNAN DAN PENERAPAN " KEBIJAKAN YANG 
] KURANGSEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA 
[ MEMADAIMANUSIA '· 

sampai 
dengan 
pemberhentian 
pegawai) 

Memadai 

Memadai 

.. 

Memadai 

Kurang 
Memadai 

Memadai 

Memadai 

Memadai 

4 3 3 

2 3 2 

3 3 3 

3 2 3 

3 3 3 

.'· 

,'• 

4 

3 

3 

4 3 2 3 

4 3 

2 3 

3 I3 

4 3 

4 3 

3 3 

3 

3 

2 

telah 
dengan 

dan 

masing 
Manajemen 

masing 
dalarn 
risiko 

Kewenangan 
direviu secara 
periodik 

Pendelegasian 
wewenang . dan 
tanggung jawab 
dilaksanakan 
secara tepat 

Adanya transparansi 3 
dan ketepatan waktu 
pelaporan 
pelaksanaan peran 
dan tanggung jawab 

Kriteria 
pendelegasian 
wewenang 
ditentukan 
tepat 

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN 
TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 
MEMAD AI 

Rencana/ sasaran 3 
strategis pemda telah 
dijabarkan ke dalam 
sasaran OPD clan 
tingkat operasional 
OPD(cascading) 

Rencana strategis 2 
· dan rencana kerja 
pemda . telah 
menyajikan informasi 
mengenai risiko 

Pemda telah 2 3 2 3 3 3 3 . 
memiliki 
Kebijakan 
prosedur 
Manajemen SDM 
yang lengkap 

·(sejak rekrutmen 

1 

D 

7 

6 

2 

3 

1 

IE 

8 



PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN 
jf • · · ' 

PEMERINTAH YANG EFEKTIF 
'1( . 

MEMAD AT 

1 3 2 2 

Memadai 

Memadai 

. ' 

Kurang 
Memadai 

Kurang 
Memadai 

Memadai 

Kurang 
Memadai 

Kurang 
Memadai 

' 

3 

3 

3 '3 

3 

3 

3 

3 

,' 

,·, 

4 , 

· 

. 'e 

2. 3 3 2 

2 4 3 2 

4 3 

3.·· 

2 3 2 2 

14 3 3 

3 3 2 3 

.3 
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3 3 

3 2 

3 2 

3 2 

3 3 

2 3 

4 3 

3 2 
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Inspektorat Daerah 3 
melakukan reviu atas 
kepatuhan hukum 
danaturan lainnya 

Instansi telah 2 
mengalokasikan 
anggaran yang 
memadai untuk 
pengembangan SOM 

Terdapat evaluasi 2 
kinerja pegawai, dan 
telah 
dipertimbangkan 
dalamperhitungan 

enghasilan 

Adanya pemberian 2 
reward dan / atau 
punishment atas 
Manajemen risiko 
(Misalnya 
mempertimbangkan 
pertanggungjawaban 
Manajemen · risiko 
dalam penilaian 
kineria) 

Inspektorat Daerah 2 
memberikan layanan 
fasilitasi penerapan 
Manajemen risiko dan 
penyelenggaraan SPIP 

Rekrutmen, 2 
retensi, mutasi, 
maupun promosi 
pemilihan SDM 
telah 
dilakukan 
dengan baik 

Inspektorat Daerah 3 
melakukan reviu atas 
efisiensi/ efektivitas 
pelaksanaan setiap 
urusan/program 
Secara periodic 

· Pemda telah 2 
mengin ternalisasi 
budaya sadar risiko 

Insentif pegawai 3 
telah sesuai 
dengan tanggung " 
jawab dan kinerja 

1 

7 

5 

4 

2 

3 

3 

2 



• 
• ! . • 

responden Keterangan 
'' ,. I. ·,, ,-;· ·,•·,' 

3 

3 I3 

3 

3 

telah 3 

· 

Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun. 
Kurang Setuju/ Telah dibangun / diterapkan, 

APIP 
melaksanakan 
pengawasan 
berbasisrisiko. 
Temuan dan 3 
saran/rekomendasi 
pengawasan APIP 
telah · 
ditindaklaniuti 

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI 
''] MEMADAIPEMERINTAH TERKAIT 

Hubungan kerja yang 3 
baik dengan instansi 
yang terkait atas 
fungsi 
pengawasan/pemeriks 

·aa n (inspektorat, 
BPKP, dan BPK) telah 
terban, un 

'1 ,•' 

2 

Keterangan : 
Kolom c diisi dengan jawaban 
Jawaban : 

Hubungan kerja 3 3 [3 '3'3 3 
yang baik dengan 
instansi/organisasi 
lain yang memiliki 
keterkaitan 
operasional 
telah terbangun 

37 

. 

"Memadai", apabila modus jawaban responden ad 

tetapi belumkonsisten. 

3 Setuju/Sudah dibangun atau 
baik, tapi masih bisa ditingkatkan. 

4 Sangat Setuju/Sudah dibangun 
dengan baik dan dapat ditularkan 
lain . 

Misal : 

Kesimpulan tiap pertanyaan : 

' ' 

4 dan "KurangMemadai" apabila modus jawaban r€ 
adalah 1 atau 2. Kesimpulan sub unsur 1 

pengendalian: 

4 

1 



Ursan Wajib 
'·, 

Pem~rintah Kabupaten XYZ 
.'; ·!:. 3. 

c 
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Uraian Kelemahan 

sesuai dengan 
Kompetensi 
dan Pengalaman 

Banyak terjadi Penegz 
pencopotan/ mutasi integrita 
pejabat daerah karena nilai etik 
tersangkutkasus hukum Komitmen 

terhadap 
lFegal baiuml kompetensi 

Ditempatkan_: 

a b 
1 Media Massa 

No. Sumber Data 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 2020 
Urusan Pemerintahain 

Dasar 

tersebut yang "Kurang Memadai" 

pemerintah daerah Ilustrasi dapat disajikan sebagai 

berikut: 

2) Berita pada media massa. 

Dari data di atas, selanjutny~, . disimpulkan kondisi 

kelemahan lingkungan pengendalian intern 
' '. 

umum yaitu : 

1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; 
· ·. · 

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada 

sub unsur tersebuttelah "memadai, dan "kurang memadai" 
' : · 

apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub 

' ,,, I• .• 
' 

: ·:·, ,,.•, 

.a. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian 

melalui reviu dokumen. 
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 

pemerintah daerah dimaksudkan. untuk 

gambaran permasalahan permasalahan 

lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan 
dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada 

langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang 

digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan 
pengendalian intern pada pemerintah daerah secara 



Penyusunan 
dan 
penerapan 
kebiajakan 
yang 
sehat tentang 
pembinaan 
SOM 
Peran APIP 
yang efektif 

kebiajakan 
yang 
sehat tentang 
pembinaan 
SDM 

Kepemimpinan 
yang: 
.kondusif 

Pemenuhan tenaga 
keseh a tan di RSUD 
Kabupaten XYZ belum 
memperhatikan tingkat 
kebutuhan dalam 
pemberian pelayanan 
kesehatan 

,'• 

belum memiliki strategi 
dalam pemenuhan dan 
pendistribusian SDM 
kesehatan di Puskesmas 

XYZ 

Pemerintah Kabupaten 

Pelayanan pasien BPJSdi 
Kabupaten XYZ belum 
optimal dan terdapat 
regulasi '·Dinas 
Kesehatan K~bupaten 
XYZ tidak .berjalan 
sebagaimana mestinya 
yaitu ketentuan 
mengenai praktek 
Dokter 

Inspektorat belum 
melakukan audit kinerja 
atas penyelenggaraan 
urusan kesehatan dalam 
tingkat strategis 

Kualifikasi dan Komitmen 
kompetensi ' Dokter terhadap 
serta tenaga kesehatan kompetensi 
di RSUD Kabupaten XYZ 
belum memenuhi 
kebutuhan akan standar 
pelayanan minimal 

SumberDaya 
Kesehatan JKN 

SK Inspektur 
No. Xxx tanggal 
xxx tentang 
PKPT lnspektorat 

39 

LHP BPK No. 
tanggal 
tentang 
Pemeriksaan atas 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
JKN 

No. Xxx tanggal 

xxx tentang Hasil 
Pemeriksaan 

.BPK atas 
Ef ektifitas 
Pengelolaan 

3 

4 

2 LHP BPK 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub 
Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. 

a. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui 
Environtment Evaluation (CEE). 



untuk 

lingkungan 

apabila diperlukan, 

. ' 

simpulan kondisi penilaian. Contoh 

wawancara/ konfirmasi 

40 

mengklarifikasi informasi yang kurangjelas/memerlukan 

pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. 
' . 

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan 

pengendalian adalah sebagai berikut: 
t 

pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode 
CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemerintah 
Kabupaten XYZ yaitu memadai atau kurang memadai. 
Sebagai contoh, berdasarkan hasi] survei pada urusan 
wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan 
kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur 
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat 

tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, 
maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan 
dengan baik. 

b. Simpulan kelemahan lingkungan-pengendalian urusan 
wajib/pilihan. 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei 
persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan 
pengendalian pad a pemerinta.h daerah dengan 
menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajikan 
sebagai Form 2. Pemerintah Daerah dapat melakukan 

'• . . . . .·- .. :• ! . ,- .... 

pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu 
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan 
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang 
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan 

data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi ' 

lingkungan pengendalian urusan Wajib/Pilihan 

pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan 
metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu 
suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self 

Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan 
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' Manajemen risiko. 

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten 

optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana 
mestinya yaitu ketentuan mengenai 

Dokter. 

b) Rencana strategis dan rencana kerja 
Daerah belum menyajikan informasi mengenai 
risiko . 

. . 
karenatersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai 
kompetensi danpengalaman. 

b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta 
kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ 

memenuhi kebutuhan akan pemberian 
kesehatan di Era JKN. 

3) Kepemimpinan yang kondusif·. 
a) Pimpinan belum menetapkan 

Manajemen risiko yangmemberikan kejelasan arah 

' , ' 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan SDM 
a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi 

budaya sadar risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward 
'+ 

punishment atas Manajemen risiko. 
c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan 

dalam perhitungan penghasilan. 
d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.. 
e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki 

strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian 
SDM kesehatan di Puskesmas. 

1) Penegakan integritas dan nilai etika 
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah 



J 

lingkungan kelemahan iden tifi.kasi Proses 
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,'• 

pengendalian dapat mengacupada. Peraturan Kepala 
t • •. .· : • 3· .: ' 

BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE) 

' 

' ' 

Inspektorat belum melakukan audit kinerja 
dihubungkan dengan tujuan strategis 
Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah 
terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih 
audit kinerja pada Dinas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi 
pengendalian yang baik,' sedapat mungkin 

. . ., ' 

Bupati/Kepala Perangkat Da~rah diikutkan dalam 
pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. 
Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian 
Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi 
penyusunan rencana tindak , perbaikan 
pengendalian. 

5) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten 
XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam 
pemberian pelayanan kesehatan. 

' . ' 

6) Perwujudan peran APIP yang efektif 
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2. Penilaian Risiko 

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut: 

46 

· -. -. · ..- ·· . 

• 
Mengevaluasi 
pengendalian 
yang ada dan 
yang dibutuhkan 

Menyusun 
Rencana Tindak 
Pengendalian RT 

wajib/pilihan 

,, . 
+ 

urusan 
.. 

- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan 
penllcian risiko . 

- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko ·. . · . 
- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun 

RIP-nya) ·• · 
• I ' ·, 

- Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan 
dan indikator kinerjanya ' 

- Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD . 
- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tlap urusan dan indikator 

keluarannya ; • 
- Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis 

Pemerintah Daerah '.. . • ' . 
- Kertas Kerja ldentifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategls 

(Entitas) PD · :·. 
- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (paftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan 

Operasional OPD ..' 
Kertaos Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pillhan Strategis Pemerintah' 
Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD ? ' 

- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis 
Pemerintah Daorah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD :· 

Stratogls Pomerintah Daerah 
- Sekda selaku Koordinator . ' · 
-UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) 
-Fasilitator : 
strategis (Entitas) oPD 
-Sekda selaku Koordinator . 
-UPR Tingkat Es. 1/ 2 (Kepala oo/SKPD dan Kabag/Kabid OPD 
-Fasilitator 
Operaslonal OPD 
-Kepala OPD . 
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4'OPD Fasilitator 

Strategis Pemerintah Daerah , ..·> 
-Penyusunan RPJMD :. . • · 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 
strategis (Entitas) OPD 
-Pada saat penyusunan Renstra OPD • T . • 
-Direviu/ dimutakhlrkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD 
Operasional 0PD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 

CSA/FGD 

Keluaran 

Tujuan 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Menetapan 
Konteks/ Tujuan 
yang akan 
dilakukan 
penilaian risiko 

@ menyiapkan 
penilaian risiko 

Waktu 

Sumber data utama 

Langkah kerjapenilaian risiko 

' digambarkan sebagai berikut: 

-�· 



TINGKAT PE NLAIAN 
RISO 

enlaan riio 
Strategi Uruan 

Wajib/Pihihan pada 
Perenntah Daerah 

r···,��- -·-·• � , 
Penli@n Risko 

Operasonal0PD J, 
2, 3. 0t 

/'--·· . Perlanan Risko 
._{Strategis(Entitas)OPD ± 

1,2.3.0s ; 

i 

JNDIKATOR KINE)A 

Indikator Kinerja 

Sas3ran Strategu 
·(Entias) 0PD 1, 2, 3, 

Ost 

[-lnd1ka10, K1ner1.1- . 

,Kegiatan 0PD 1, 2, 

,' 3.0st 

'», 

TUuA& 

SASARAN 

Tujuan & Saaran ..tndikator Kinerja 
Strategis Sasaran Strategr 

Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 

Tujuan & Sasaran 
Operasion! 

(Kegiatan) 0PD 1, 2, 
3, 0t 

Tujuan & Sasaran 
' strategzis (Entitas) 0PD 

1, 2, 3, 0t 

SUM8LR DATA 

Renja/RKASKPD 
0PD 1, 2, 3, Dst 

! RENSTRA 0PD 1. 2.3. { 
. 0st 

P£MERINTAH I RPJMO I . DAERAH ' 

KEE 

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 
(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan 
sebagai berikut: 

indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran 
yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar 
tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis 
Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan 
tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati 
oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. . : 

%.' 

+ 

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan 
adalah untukmemperoleh informsi tujuan/sasaran dan 

· 

operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan 
dilakukan penilaian risikonya. ·. Konteks yang telah 
didefinisikan akan membantu tidak hanya Koordinator 
Manajemen Risiko yang akan mengawasi kualitas dari 

profil risiko, .namun juga membantu kejelasan ketika 
disusun rencana kerja dan dilakukan audit· berbasis 
risiko terhadap masing- masing bagian di Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

 
□ 

1) Penetapan Konteks 
Masing-masing unit organisasi disediakan kertas 

kerja penetapan konteks yang·merupakan awal dari 

penetapan profil risiko. Dalam tahapini akan ditetapkan 

tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, 

tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat 
+ • , 
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Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk 
iap-tiap urusan dan indikator kinerjanya : . . 

- Dattar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah 
dan indikator kinerjanya .. 

- Daltar Urusan Wajb/Pilhan dan OPD yang Terkait 

- Sekda selaku Koordinator . 
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Duerah (Kepala Daeroh dan Kepala 0P0/sKPo) ..·7 

- Fasilitator 

- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RP,JMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS .· 
RP JMD 

Keluaran 

Tujuan 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Waktu 
-1 

Sumber data utama 

· Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian 
• . i 

risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan 
tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan 
dirasakan masih memiliki banyak:permasalahan dalam 
pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera 
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan 
yang mendukung pencapaian target program prioritas 
nasional yang tercantum dalam RPJMN. 
Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan 
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan 

' + - i 

kebutuhan. 

Formulir 3 merupakan kertas kerja penetapan konteks yang 
memfasilitasi penetapan konteks. Pengisian formulir 
FMRO1 dil~kukan setiap tahun ataui jika terjadi perubahan 
konteks internal atau konteks eksternal yang berpengaruh 

terhadap operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur. Pemilik Risiko masing-masing Satker/SKPD 
memegang tanggungjawab pengisian, frm 3. 
Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah 
disajikan sebagai berikut: 

dinilai risiko dan pengendaliannya; Penilaian risiko dan 
i, · • : . 

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai . . . ' ' . . . 



. ' 

Pengisian formulir 3 merupakan tanggung jawab dari setiap 

Pemilik Risiko. Cara untuk melakukan pengisian adalah: 

1. Koordinator Manajemen 'Risiko- bekerjasama dengan 
Unit Kepatuhan menentukan terlebih dahulu Program 

Kerja, dan proses Bisinis yang dilakukan oleh setiap 
OPD/SKPD. 

2. Pemilik risiko perlu melakukan pengisian terhadap tabel 

yang ada didalam formulir. 

3 P d k 1 be daya Pemilik Risiko • 'ac.a o.om sum r » 

menjelaskan kuantitas dan kualitas sumber daya yang 
dimiliki saat ini (as it is) 

4. Kolom temuan dan rekomendasi audit dari APIP/BPK RI 

perlu untukdiisi oleh masing-masing bagian sehingga 

memberikan bukti dan validasi terhadap analisis risiko 

yang ilakukan oleh setiap Pemilik Risiko. 

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah . ,, '��� ·, 
"· 

. . 

daerah pada dasarnyadilakukan untuk seluruh tujuan 
strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian 

dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, 

pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan 

mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan 

misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. 

Penetapan tujuan yang menjadiprioritas dapat dilakukan 
melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam 

"Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 

Tahunan".Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan 

dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan 

Kabupaten XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah 
• • ' I • - 

Daerah yang akan dilakukan untuk 3 tujuan strategis, 
yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan 
tujuan 1 dari misi 3. Sebagai contoh dalam penilaian risiko 

tujuan strategis l, maka peserta CSA/FGD adalah: 
1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati, 

dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 2) yang 
memiliki keterkaitan secara fungsi clan 
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terhadap tujuan strategis l, antara lain pada : 

a) Dinas Kesehatan; 

b) RSUD Kabupaten XYZ; 

c) Dinas Pemberdayaan 
Anak, Pengendalian 

Berencana (DP3AP2KB); 

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
' . . 

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam 

CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat 
eselon 3 dari Perangkat Daerah namun sifatnya 

sebagai pendamping. 

2) Fasilitator 

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 

instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi 

langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal 
dari Tim BPKP, Komite Manajemen Risiko, Inspektorat 
Daerah, atau pihak lain yang berkompeten. Langkah 

penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah 
adalah sebagai berikut: 

(a) Mendapatkan an mempelajari RPJMD, serta da ta 
lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian 
tugas dan jabatan, dsb; 

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 
Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi 

sebagaimana tercantum dalam' RPJMD; 

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan 
».. 

misal prioritas pembangunan atau program 
unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari 

- I · 

urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan 
RPJMD; 

(d] Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah 
daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. 
Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa 

so 

Perempuan, Perlindungan 
Penduduk dan Keluarga 



! •. 
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: Periode RPIMD Tahun 2019-2023 
: 2020 

• Pio sot peryus.on Rersti~ 0?D 
- Dieriu/dimutolhiion setiop tchu,pad0 sot penyusunon.8I-0PD 

hens1I0 09 

Wemperleh in'ormosi tuij.an/sosoron st«otegis ({nttas) 0PD yrg teicit 
unNuk tip:lip uruson don indictor lineijny0 

0liar tu»ij.on/swans:ategis({ntilas) 0?0 )yang teitot untuk t'pr{icp 
u.eon don idiotor lineijon)yo 

RP]MD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023 

Tuijyn 

$uniter dot0 u'0mo 

(el.ron 

alt 

Form 3 CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS 
PEMERINTAH DAERAH 

• Se~lo sell Kearin0tor • 
Pellscno/Phek Teck : • liit Panik isilo ingot &selenl don 2 /(epnl 0PD/$PD den Kbcg/la 

ct 0D] ."s 

• Foslloldr 

seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; . ,. .�.. ' .,,._ ' ; : ... ,• ' ·" 

Penetapan Konteks/Tujuan Sterategis Tingkat Perangkat 
� . ' ,'' ·' ' ,'' 

Daerah Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) 
' . ' . 

Perangkat Daerahdisajikan sebagai berikut: 
',, .' 

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten XYZ, 
Provinsi ABC 

Sumber Data 

Tahun Penilaian 



Meningkatnya Kelayakhunian 

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses 

dan informasi 
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan 
I I • . ' 

hidup 

Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas 
I ' 

», 

pendidikan 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial 

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi 

perempuandalam pembangunan 
+ " 

Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan 
ekonomi 

Tujuan 2.2 

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola 

pemerintahan 
Tujuan 1.2 Meningkatnya 

masyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi 

Dinas Kesehatan 

Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 
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RSUD Kabupaten XYZ 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) 

Penetapan konteks Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 
Risiko Strategis masyarakat 
Pemerintah Daerah 

Nama Dinas 
Terkait 

RP]MD 



:,, . 

Pelayanan Program : : · 
s 
dan Pemberdayaan 

'·. 

Program Standarisasi 
Promosi Kesehatan 

� 
Masyarakat 

Masyarakat 
Program Peningkatan Keselamatan 

Melahirkandan 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan 
. . . . ': '· .. ' 

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas 

' '' 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Program Peningkatan Keselamatan 
Melahirkandan Anak 

Program Pencegahan dan 
PenyakitMenular 

Usia Harapan Hidup. 

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan 

· anak 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan 

masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku 

sehat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga 

di Kabupaten XYZ 
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran 
Pemuda dalam pembangunan 
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan 

reproduksi 

Sasaran 
RPJMD 

Prioritas 
pembangunan dan 
program unggulan 

IKU Sasaran 
RP]MD 

risiko 

Tujuan, Sasaran, 
IKU yang akan 
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Dilakukan penilaian kesehatan 

. . •, . 

akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 
· · ''·.' 

Daerah terkait dengan Urusan W~jib Pekerjaan Umum 

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai 

urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan 
. . . . ' 

akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Kordinator). 
Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

• • • • i, y"ts.'ii 



54 

. � 
Memporoleh intormasi program kagiatan utamo, tujuon kegiotan don 
indi.kator kekuoron untuk ticp-·tiap urusan wajb/pilitan yong dikelola oleh 
setiap OPD. • 

• 0attar tujun kogiatan utama OPD ~ntuk tiap-tiap uruson dan indikator 
keluarannya ··. 

• Kepala OPD 
- Unit Pemilik Rlsio Ting\at Es0lon 3,4 
- Fasilitatox . 

I 
Pada soot peryusunan RKA-0PD 

DP OPD, RPO 

Tujuan 

Keluaran 
·[ 
l 

Pelaksana/Piha Terkai 

t 

Waktu{ 

Sumbe: Doto loin 
l 

s 

Sumber data utamo Renja 

,'• 

(Koordinator). Langkah penetapan konteks/tujuan strategis 

(entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai 

berikut : 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, . 
serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama 
. . 

Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang 
diidentifikasi yang mendukung penicapaian tujuan strategis 
yang telah ditetapkan pada penetapan' konteks strategis 
Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat 
Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang 
akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian 
sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4 

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat 
Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu 
RSUD Kabupaten XYZ, DP3AP2KB; dan Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan 
konteks strategis Pemerintah Daerah); 

(5) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah 
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 
Daerah disajikan sebagai berikut : 



Form 4 Contoh Penerapan 

Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah pada Dinas Kesehatan 

2023 
57 

I·. 

IKU 

Kualitas Pelayanan · Dasar 

: Perangkat Daerah Koordinator 

:Pemerintah Kabupaten XYZ 

: Tahun 2020 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
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Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 
Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 
100.000 Kelahiran Hidup 

IKU Lansia 

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 
Tenaga Kesehatan yang memiliki 
Kompetensi Kebidanan 

IKU Gizi 

Angka Kematian Balita:(AKaBa) Per 
1000 Kelahiran Hidup 

IKU Kesehatan Reproduksi 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Sasaran Strategis: 

Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 

Reproduksi 
" 

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

Tujuan Strategis: 
Meningkatkan derajat kesehatan 
mas arakat 

3. Meningkatnya 
Rujukan. 

IKU Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan 
+ 4 

Peran Perangkat Daerah 

Strategis 

Nama Pemerintah 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 

Tujuan 
Strate;is 

Informasi lain 

Tujuan, 

Sumber Data 



y• 

Dst ..... 

t 

.' ..........................• 

IKU Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 

Reproduksi 
IKU Strategis: 

'Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah. 
·: · · .4· · · ";'. 
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. . .• . 

seluruh kegiatan utama. Namun.demikian, Perangkat 
Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran 
sesuai dengan visi dan misi kepala daerah 
pertimbangan profesional lainnya; 

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait 
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih 
sebelumnya; 

Kabupaten XYZ,..........Oktober 
2020 

Kepala Dinas Kesehatan 
t% 

·. · 

penilaian risiko -Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000Kelahiran 
Hidup 

- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KelahiranHidup" 

Sasaran, 

yang akan 
dilakukan 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang 
akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan' 
dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk 

dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai 
. . . I .· ·. . . .,: ... ' ·,;. ;. •. 

urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks 

operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung 

tujuan strategis· Perangkat Daerah. Langkah penetapan 
konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap 
urusan adalah sebagai berikut: 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA 
Daerah, serta data terkait lainnya; 



. . ---:· ·, 

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi 

: 2020 

: Periode RP]MD Tahun 2019-2023 

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 

57 
%. 

' ' . . 

resikotinggi dalam penggunaan Buku 
KIA dan Pasca salin dengan pelayanan 
darah 

ada sektor eksternal 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 

1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
2.Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

·3.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
Anak Balita 

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
Lansia 

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu 
melahirkan dan ·,. 

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil 

2. Pertemuan ANC Terpadu 

4. Pelatihan Managemen Terpadu 
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

• 5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 
lanjutan 1 K1 '.. . · ·.' 

Nama Pemerintah Daerah 
ABCTahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 
BidangKesehatan 
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan 

(4) Menuangkan hasil identifikasi. 'Sebagai ilustrasi, 

dengan pelaksanaan Urusan WajibKesehatan maka penetapan 
Konteks/Tujuan operasional Perangkat Daerah pada 
Kesehatan adalah sebagai berikut : 

Tujuan 
Strate; 'is 

Sumber 
Data 

Kesehatan 
(Renja 2019) 
danKegiatan 
Utama 

Keluaran / 

Hasil Kegiatan 

Informasi 
Lain 



Risiko 

'+ 

atau 

pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian 
dapat berupa: ' 

(1) Sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu 
kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau 

· ·. 

dikendalikan (uncontrollable) oleh .pemilik risiko, dampak 
. . . : · .. ' ·:. . . . .'. ·:;_' ·•·-: '·-•·. ,,-_ .. ,, .. : 

risiko, serta penerima dampak risiko. 

Dalam melakukan identifikasi risiko, 
pemahaman sebagai berikut: 

a) Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas 
peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan,' 
menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan 

: . }, '. · 
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(2) Sesuatu yang diharapkan namun tidak terwujud yaitu 
• '' ,: '.. 'j ·,. . . < 

ta«i sis e 
-ii 

2020Kepala Dinas 
Kesehatan 

Kegiatan, dan [Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan 
Indikator dananak 
keluaran yang 

akan 
'dilakukan 
' Penilaian 

2) Identifikasi Risiko 

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam 
, • • 

r 

pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan 
prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian 
yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat 
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi 

· 

atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap 
identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, 
disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik 
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 
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strategis pemerintah daerah: 
+ «, 

. . . 

kesempatan yang tidak dapat dimanfaatkan. 
Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan 
negasi (lawan) dari sasaran/tujuan organisasi. 

Dampak risiko merupakan'akibat langsung 
timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. 

Identifikasi risiko dilakukan t~rhadap unit pemilik '· · ; . · . " 

risiko baik lev~l pemerintah daerah maupun SKPD 

serta unit kerja eselon III dan IV. 

(3) 

' ·• . 

a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan 

risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang 
. · '.' . · .. ·, . .' ·\ ' _.:,·· _·:: . ' _'. :; 

menjadi tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat pemda 
(misal: peraturan/monitoring dan lain-lain) . 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakt 
· 

tanggung jawab Kepala Daerah, atau hanya bis 
dilakukan oleh Kepala Daerah. . 

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 

'pemerintah daerah untuk memastikan/membantu 

pencapaian tujuan strategis OPD terkait, 

bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah 
. . 

pemantauan oleh Kepala Daerah. 
d) Risiko strategis pemerintah daer~h dapat berupa factor 

faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat 
· ' 

digunakan dalam pedoman ini menggunakanCSA/FGD. . . . . . . . . . . . . . . 

· . . \ 
Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut: 

a) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; 

b) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan 

permasalahan yang pernah terjadi dalam 

tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian 

mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. 
Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan 

. , .. , .... ·•I:,. 

3) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Hal-hal yang perlu· diperhatikan dalam penyusunan 
' :1 ;. 



yang kejadian 
1 

kemungkinan 
. ··i 

mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Dalam Tabel 
3.8 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ 
telah menetapkan konteks/tujuan operasional OPD Urusan 

mengidentifikasi 

60 

(Entitas) Dinas Kesehatan : a)Penggunaan layanan kesehatan 
rendah (persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan 

,, • , i • 
• 

:· .,· ' 

ibu hamil tidak teratur) b) Kualitas pelayanan APN tidak 
sesuai SPM Kesehatan c) Sarana pendukung ANC 

memadai; d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 

5) Risiko Operasional Unit Kerja 
Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk 

. . 

Tujuan strategis "Meningkatkan derajat 

masyarakatdan Sasaran strategis "Meningkatnya 
.I ·' 

Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi. -Selanjutnya 
berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Strategis 

. t. 

Kesehatan: 

· ' 

mengganggupencapaian tujuan strategis pemda. 

e) Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan 

strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan 

pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang 

memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala daerah. 
II l 

f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko 

yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang 

penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh 
kepala daerah. 

g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah. 

4) Risiko Strategis (Entitas) OPD 
I . 

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan 

untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam 
i • • i4 . : 

pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait 

dengan tujuan strategis pemda. Contoh Dinas Kesehatan 

Kabupaten XYZ telahmenetapkan konteks/tujuan strategis 

(entitas) OPD Urusan Wajib Kesehatan yangakan dilakukan 

penilaian risiko. Tujuan/ sasaran strategis Dinas Kesehatan 

yang akan dilakukan Manajemen risiko terkait Urusan Wajib ·.· · · . ; 



Wajib Pelayanan Dasar. Bidang. .Kesehatan yang akan . 
dilakukan penilaian risiko. Kegiatan Dinas Kesehatan yang 
akan dilakukan penilaian risiko terkait Urusan Wajib 

••' ,., . . : ,··- . .'- ··. -·. ,,.•, 

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan: "Jaminan Persalinan 

(DAK non fisik). Tujuan Kegiatan tersebut adalah : 

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 
' ._· ... : .·' ·.· . 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 
1. . . ' ... ',, •. ' ... 

Operasional DinasKesehatan: 1. Pertanggungjawaban tidak 
. .. . : ... •; 

,• 

tepat waktu; 2. Pengadministrasian tidak tepat waktu; 3. 
• I ' t 

Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: 

mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, berupa dokumetasi 4. Kegagalan 
mengidentifikasi permasalahan. 

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai 

berikut: 

a) Setelah disetujuinya Dokumen ·Renstra dan 
Manajemen Risiko melakukan identifikas 

terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut 
pada awal tahun dengan mempertimbangkan tahapan 

program/kegiatan atau SOP dan uraian jabatan 
ada. 

b) Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan 
penetapan konteks sebagaimana.form 3 dan form 
atas. 

c) Area Risiko adalah area yang memiliki risiko sesuai 
Identifikasi Risiko dilakukan dengan area risiko sebagai 

' ' is :' 

·berikut: 
> Struktur Organisasi 
> Kompetensi SDM 
> Teknologi Inf ormasi 
> Kebijakan dan Prosedur 

.· ► Sumber Daya dan Sarana 
► Sistem Pelaporan 
► Internal 
► Eksternal 
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identifikasi risiko adalah Failure Mode Effect Analysis atau 
pendekatan system melalui pembentukan tim untuk 
melakukan itu, yang menerapkan metode table untuk 

digunakan; untuk melakukan 

dan Program Kerja yang sudah 
s ' 

Pendekatan yang 

(2) Tentukan APC 
ditentukan. 

() Tingkat pengaruh kegagalan terhadap fungsi 
pemerintahdaerah/OPD/unit kerja. 

(5) Desain dan proses operasional 

Aturan penulisan pembuatan FMEA adalah: 
(1) Nomor Dokumen 

(3) Efek dari kegagalan. 

i 

membantu proses pemikiran ~ntuk mengidentifikasi 
· ·, 

kegagalan potensial dan efeknya. Proses identifikasi 
menggunakan Formulir form 6 dan lampiran FRI 6A. 

Secara umum, FMEA mengidentifikasi tiga hal yaitu: 

(1) Meninjau dan menganalisis peta proses bisnis atau 
bagan alur (flowchart) yang ada. 

(2) Penyebab kegagalan yang ·potensial dari sistem, 
desain outputprogram/kegiatan dan proses. 

(3) Tentukan peristiwa risiko 

(4) Tentukan fungsi yang mengalami/akuntabel dari 
peristiwa risiko tersebut. 

(5) Tentukan jenis risiko sesuai dengan jenis risiko yang 
diatur dalam ketentuan yang 'berlaku (jika ada). 

(6) Tentukan penyebab dari peristiwa risiko. 

(7) Tentukan gejala/akibat yang timbul akibat peristiwa 
risiko/dampak dari peristiwa risiko. 

(8) Tentukan aktivitas kontrol yang sudah tersedia 
(existing control) 



. . 
Aturan penulisan risiko dijabarkan sebagai berikut: 

1) Gunakan kata benda dan buk~n kalimat netral ber 

• I ·, . , • , •• 

Masing-masing area/risiko tersebt tidak dilepaskan dari 
. i •.. 

kategoririsiko sebagai berikut: . 

 

Risiko yang berkaitan dengan 
ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atau 
unit kerja terhadap peraturan perundang-' 
undangan, kesepakatan internasional,' 
atau ketentuan lain yang berlaku. 

I 

Risiko yang berkaitan dengan perbuatan 
yang mengandung unsur kesengajaan, 
niat, menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain, penipuan, penyembunyian 
atau penggelapan, dan penyalahgunaan' 
kepercayaan '. yang bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan secara tidak sah 
yang dapat berupa uang, barang/harta, 
jasa, dan tidak membayar jasa, yang 
dilakukan oleh satu individuatau lebih 
di lingkungan Pemerintah Daerah atau 
unit kerja. 

Risiko yang berkaitan dengan perumusan 
dan penetapan kebijakan internal maupun 
eksternal Pemerintah Daerah. 

Risiko yang. berkaitan dengan tidak 
berfungsinya proses bisnis Pemerintah 
Daerah, sistem informasi, atau 
keselamatankerja individu 

Risiko yang berkaitan dengan potensi 
bencana yang menimpa 
gedung/bangunan, jaringan instalasi 
produksi dan distribusi. 

. Definisi 

1 Risiko 
Bencana 

No Kategori 

3 Risiko 
Fraud 

2 Risiko 
Kebijakan 

4 Risiko 
Kepatuhan 

5 Risiko 
Operasional 

' . 

awalan ke-anatau berpola subjek predikat (SP) contoh: 
a) Jadwal pemesanan hilang. 
b) Keterlambatan pemesanan b~rang. 
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c) Terlambat pemesanan barang. 
% 

2) Definisikan dalam kalimat jelasdan spesifik (usahakan 

tidak lebih dari 10 kata) Jadwal jpemesanan barang 
· 

kepada vendor hilang. 

3) Usahakan dapat dipahami oleh orang-orang dengan latar ·.. . 

belakang berbeda. 

4) Hindari istilah teknis/jargon (atau sertakan dengan 
penjelasan penting). 
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= Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis 
Perangkat Daerah 
= Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020 
= Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko 
strategis Perangkat Daerah dan Operasional) atau 
tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah 
Daerah). " 
= Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk 
risiko strategis Pemerintah . Daerah) atau kode 
Perangkat Daerah yang ,menilai (untuk risiko 
strategis Perangkat Daerahdan Operasional). 

= Nomor urut risiko 

RSO 

20 
00 

4 Tahun Entitas Nomor I urut 
I . ' Pelaksanaan I risiko di 

Tingkat Perangkat Entitas/ 
Kode 

' . i 
Penilaian Jenis Daerah 

i Risiko I Perangkat 
I 

I 
yang Daerah t 

Menilai ; +'' 

RS 2020 00 05 01 RSO.2 
0 0.00.0 -· 5.01 

05 

01 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana 
form 5. 

menggambarkan tingkat risiko, tahunpelaksanaan penilaian 

risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, 

dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah.' 
. . .• ' -; ' 

Kode Risiko adalah sebagai berikut: 

5) Hindari singkatan (atau sertakan form/penjelas 

tambahan yang lengkap). 
Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan, 

risiko, juga disampaikan atributrisiko antara lain kode 
risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat 
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) 
atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) 

risiko, dampak risiko, serta penerim~ dampak risiko dengan 
».. 

menggunakan form 6 dan lampiran FRM 6A. 
Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini 

' • ·; • i •• • ; ' 



· 
4,% : 

daya 

pembangunan, 

Kesekretariatan' 
'·, 

. 

0 
1 

Nomor 
urut di 

Entitas/ 

Perindustrian 

Penyusunan Kebijakan dan 
Koordinasi administratif 

Pembinaan dan Pengawasan 
• · # 

Administrasi 
DPRD 

Transmigrasi 

Pariwisata 

Kelautan dan perikanan 

Pertanian 

Etitas/ 
Perang kat 

Daerah 
yang 

25 

26 

29 Energi dan sumber 
mineral 

21 Persandian 
.. , 

22. Kebudayaan .• 

23 Perpustakaan 1':· 
d 

b24 •· 
• •, Kearsipan 

,. 

31 

28 " Kehutanan/Perkebunan 

32. 

27 

33 

35 

[30 . Perdagangan 

36 

34 

& 

02 05 0 
1 

03 .25 0 
1 

Jenis 

dan 

dan 

Umum, 

masyarakat 

2020 

2020 

Form 5 Contoh Kode Risiko 

2020 

T shun 
Pelaksanaan 

Penilaian 

RSP 

ROO 

RSO 

Pemberdayaan Perempuan 
Pelindungan Anak 

Pertanahan 
Pangan 

Lingkungan Hidup 

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Tenaga Kerj a 

Kesehatan 
Pendidikan 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil 

Perhubungan 

Pengendalian penduduk 
keluarga berencana 

Masyarakat 

Pemberdayaan 
desa 

Ketentraman, Ketertiban 
dan Perlindungan 

Sosial 

RSO 
ROO 

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 
RSP Strategis Pemerintah Daerah · . 

Strategis Perangkat Daerah ' 
Operasional Peragkat Daerah 
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Jenis Risiko menggambarkan urusan 
terdiri dari 2angka sebagai berikut: 

02 
01 

03 

05 

10 

04 

07 

11 

14 

12 

09 

13 

06 

15 

08 

Perencanaan 
' Ir'lb_J iii~git 



;,, .. 
l 

', 
I , 

' : : 

dan 

dan 

: 

· 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan 

Dinas Komunikasi 
Informatika 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

. . 

· 

Badan Keuangan Daerah 

Terpadu Satu Pintu 

Lainnya 

RSUD 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

Badan Kesatuan Bangsa dan 
'Politik . 

Dinas Perumahan dan Kawasan 
.Pemukiman. ."t ' 

Badan Kepegawaian dan 
·Pengembangan Sumber Day~ 
Manusia Daerah t 

FDinas Perdagangan 
Perindustrian ' 

19 

18 ~Dinas Perhubungan 

20 

21. 

24 

23 'Dinas Perkebunan dan 
Petemakan 

. :. 

22 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
Kebemudaan dan Olah Raga 

25 

26 ·4Dinas. Pertanian, Tanaman 
Pangan dan Holtikultura 

27 l'Dinas Perikanan 

28 Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

29 

31 

32 

33 

30 

99 

Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

Dinas Kesehatan 

" 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

Dinas Pendidikan 

Dinas Satuan Polisi Pamong 
Praia.dan Pemadam Kebakaran 
Dinas Sosial Pemberd.ayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak 

Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Dinas Pemberdayaan 
Masvarakat dan Desa 

Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Dinas .Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

. • • · •. j! • 

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 

01 Pemerintah Daerah 

02 Sekretariat. Daerah g- 

03 Sekretariat DPRD 

; 

04 Inspektorat Daerah 
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06 
05 

11 

10 

12 

07 

14 

13 Dinas Ketahanan Pangan 

09 

08 

15 

16 

17 

.' 

' 

16 Komunikasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan 
i 

· 
,, 

·:. . : ·I' 

17 KUKM 38 Kepegawaian dan 
d Pengembangan SDM » 

, I , • 

Modal 39 Bencana · 
18 Penanaman , .. + 

,' 

19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik 

20 Statistik 99 .. Lainnya 
»+ " 

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. 



Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis 

pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, 

peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) 

Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan 
· : 

Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat 

operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah 
Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain 

itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, 
Komite Manajemen Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang 
berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses 

I 

pelaksanaan CSA/FGD. 

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada 
Kabupaten XYZ dilakukan sebagai berikut: 

1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih; 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan 

ditampilkan pada layar LCD; 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta; 
4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; 

' '. 
5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik 

l 

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 
dikendalikan(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, 

+ 

serta penerima dampak risiko). 

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada 
Kabupaten XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian 
yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis 
pemerintah daerah. Tujuan /Sasaran Strategis Pemerintah 

« t u } ; 

Daerah yang akan dilakukan .·Manajemen risiko: . � . ,: .. 
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi 
Risiko Strategis Pemerintah Daerah : 
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. ' ' ' 

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah; 
. ' 

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 
f, + • • % 

Kesehatan. Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi 
Risiko. Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada form 
6. 

.' 
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Daerah (misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain); 
b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 

tanggungjawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh 
Bupati; 

menjadi tanggung jawab Bupati/tingkat Pemerintah 
t ' ,' 

.. . 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam' penyusunan risiko 
strategis Pemerintah Daerah: 
a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan 

risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang 
' '. ' .. 

' . 
9. Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena: 

dampak jika risiko benar-benar terjadi; 

. . 
risiko Kolom e diisi dengan Kade risiko; 

4. Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit 

bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola 

risiko; 

5. Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. 

mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa 
dikategorikan ke dalam: Man, Mone, Method, 

dan Material; 

6. Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal); 

7. Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk 

mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja 

tidak mampu mengendalikan risiko; 
✓ • 

-8. Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika 
. I '. , .. : , ·1·« . , 

risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah 
identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa 
dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan 

Hukum 

Keterangan: 
'1. Kolom a diisi dengan nomor urut; . . 

2. Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD/RenstraKolom c 
diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis; 

3. Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan 



c) 

d) 

e) 

Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu 

pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, 
misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati 

atau pemantauan oleh Bupati; · 
Risiko strategis Pemherintah Daerah dapat berupa faktor 

faktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat 

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 

strategis Pemerintah Daerah. 
Perlu melibatkan Perangkat Da~rah yang terkait dengan 

tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional 

Perangkat .Daerah yang merrierlukan penanganan/ . 
tindakan oleh Bupati. 

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko 
yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, 
sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati. 

4 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi 
Bupati. 

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 

dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat 
Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah 
Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis 
Pemerintah Daerah. 

Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan 
Kabupaten XYZ telah menetapkan konteks/tujuan strategis 
(entitas) Perangkat Daerah Urusan Wajib Kesehatan yang 
akan dilakukan penilaian risiko. 

Tujuan/Sasaran Strategis Dinas· Kesehatan yang akan 

dilakukan Manajemen Risiko terkait Urusan Wajib' 
Kesehatan Tujuan Strategis Meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dan . Sasaran Strategis 

72 
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Anak 
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CSA, telah 

Meningkatnya Keselamatan 

Reproduksi. 
Selanjutnya berdasarkan 
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+ 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di·tingkat 
Perangkat Daerah (Kebijakan: kepala Perangkat 
Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala 

Risiko Strategis (Entitas)Dinas Kesehatan: 
. !. ' . 

a) Penggunaan layanan kesehatan, rendah (Persalinan 
tidak dilakukan padafaskes, kunjungan ibu 

tidak teratur). 

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan; 

c) Sarana pendukung ANC kurang memadai; 

d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko 

Perangkat Daerahdapat ~disajikan sebagaimana form 7. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

strategis Perangkat Daerah sebagai berikut: ' 
· .% .% 

a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 

. , 

tanggung jawab kepala Perangkat Da~rah (Kebijakan kepala 
Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring 

.kepala Perangkat Daerah dll) - Pengendalian yang nantinya 
. ' . . . .. ',, .. ! 

dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan 

oleh kepala Perangkat Daerah. 

4 

. ·, ' . ·: 

Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

: .. ' 
c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor 

faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian 
strategis Perangkat Daerah. 

• d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan 
strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional 
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan 



,· 

oleh kepala Perangkat Daerah. 

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 
menurut kepala Perangkat Daerah·merupakan risiko.yang 
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh 

Kepala Perangkat Daerah. 
) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh 

Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional 
Identifikasi Risiko Operasional dilakukan 

mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 
Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ telah 

• t 

menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah 
. · • : t. z/7% 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan 
dilakukan penilaian risiko. 

«. 
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7. dikategorikan ke dalam Man, Money, Method, Machine, dan 

Material ' 

8. Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 

9. Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk 
+ 

mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak 

mampumengendalikan risiko 

10.Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko 
benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasidampak 

risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, 

Kinerja, Reputasi dan Hukum 

11.Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena 

dampak jika risiko benar-benar terjadi.: 

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian 
risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
: Jaminan Persalinan (DAK non fisik). Tujuan Kegiatan 
tersebut adalah Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 

dan Anak. 
( 

Selanjutnya berdasarkan CSA telah teridentifikasi Risiko 

Operasional Dinas Kesehatan : 

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 

b) Pengadministrasian tidak tepat waktu; 
c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan 

• • 
mengumpulkan administrasi syarat :pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi; 

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. 

Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional 
Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. c. Analisis Risiko 
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis 

' ' . . ' 

risiko urusan wajib/ pilihan. 
Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib 

pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten XYZ 
dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang 
telah diidentifikasi, masing-masing peserta dimhinta 

71 
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: Dinas Kesehatan 

: 2020 

: 2020 

Meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Sasaran 
strategis · 

Meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat 

: Urusan' Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang Kesehatan 

. . :"!" 

( 

Urusan Pemerintahan 

Sasaran strategis OPD 

memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan 

sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara 
menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak 
dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan 
dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan 

skor dampak dan kemungkinan risiko. 
Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana form 8. 

2) Memvalidasi risiko 
Hasil analisis risiko Tingkat . Strategis 

Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala 
Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah 
dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk 
divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan 
diprioritaskan untuk ditangani. D~lam pedoman ini, risiko 

. · ,. . •, ., .. · :_ : •. -:,••.'·• ;· .. ·. 

dengan kriteria "sangat tinggi? dan "tinggi akan 
diprioritaskan untuk ditangani. 

Form 8 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD 
t e 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, 
Provinsi ABC 

Nama OPD 

Tahun Penilaian 

Periode yang dinilai 

Tujuan Strategis 
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·, 

• 

Keterangan 
1. Kolom a diisi dengan nomor urut 

2. Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, 

sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam 
SKPD 

3. Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran 
kegiatan Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan 

4. Kolom e diisi dengan raian peristiwa yang merupakan risiko 
. ' 

Kolom f diisi dengan Kode risiko 
, 

5. Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit 

bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola 

risiko 

6. Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, 

mempermudah identifikasi sebab 

7. risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam 

Money, Method, Machine, dan Mat~rial 

8. Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 

9. Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk 

mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit 

tidak mampumengendalikan penyebab risiko 

10. Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan 
. ' 

jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah 
identifikasi dampak risiko, dampak risiko 

dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi d: 
Hukum 

11. Kolom 1 diisi dengan pihak/unit yang 
menderita/terkena dampakjika risiko benar-benar terjadi. 

79 



3) Analisis Risiko 
Analisis risiko adalah proses utnuk memahami, ' '. · · mengukur, dan menentukan tingkat eksposure suatu 

peristiwa risiko dengan pendekatan terpilih. Analisis risiko 

memberikan informasi berbasis b~kti dan analisis untuk 
. I ·._ . ·. • .i'. .. .· , : : ,·: .. :, 

membuat keputusan /penangananrisiko dan memberikan 
panduan pemilihan mitigasi risiko yang akan dilakukan. 

. ' . ' 

Analisis risiko menggunakan .peta risiko dan kriteria 
dampak dan kemungkinan. Metode yang digunakan untuk 

· menganalisis risiko adalah bowtie analysis. Langkah 
langkah bowtie analysis dijelaskan sebagai berikut: 
1. Gambarkan suatu peristiwa risiko tertentu 

bentuk lingkaran sebagai pusat diagram. 
·2. Daftarkan penyebab peristiwa di bagian sebelah kiri. 
3. Hubungkan tiap penyebab denigan peristiwa risiko 

bagian tengah. 

4. Perhitungkan kmungkinan penyebab tersebut 
menimbulkan peristiwa risiko. 

5. Gambarkan faktor eskalasi (escalation control) 
mungkin ada untuk tiap penyebab, tiap faktor eskalasi 
perlu dikontrol. 

) 

6. Daftarkan dampak peristiwa di bagian sebelah kanan, 
. . . ' ' 

hubungkan tiap dampak dengan peristiwa risiko di 
bagian tengah. 

7. Perhitungkan dampak yang terjadi jika terjadi peristiwa 
risiko dengan mempertimbangkan penyebab-penyebab 
dan risiko. 

'· 
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perlu dikontrol. 
6. Daftarkan dampak peristiwa di bagian sebelah kanan, 

-· ' ' , . -·' 

hubungkan tiap dampak dengan peristiwa risiko di 
bagian tengah. 

7. Perhitungkan dampak yang terjadi jika terjadi peristiwa 
risiko dengan memnpertimbangkan penyebab-penyebab 
dan risiko. 

Analisis risiko menggunakan peta risiko dan kriteria, 
dampak dan kemungkinan. Metode yang digunakan untuk 

• t 

memberikan informasi berbasis bukti dan analisis untuk 
membuat keputusan penanganan risiko dan memberikan 

.. . 

panduan pemilihan mitigasi risiko yang akan dilakukan. 
. • ".· ; w : •· • 

3) Analisis Risiko 
Analisis risiko adalah proses utnuk memahami, 

mengukur, dan menentukan tingkat eksposure suatu 
peristiwa risiko dengan pendekatan terpilih. Analisis risiko 

' + ' 

menganalisis risiko adalah bowtie analysis. Langkah 
· · . · · 

langkah bowtie analysis dijelaskan sebagai berikut: 
1. Gambarkan suatu peristiwa risiko tertentu dalam 

. . . 
bentuk lingkaran sebagai pusat diagram. 

1,. 

2. Daftarkan penyebab peristiwa di bagian sebelah kiri. 

3. Hubungkan tiap penyebab dengan peristiwa risiko 
bagian tengah. 

4. Perhitungkan kemungkinan penyebab tersebut 
menimbulkan peristiwa risiko. 

5. Gambarkan faktor eskalasi (escalation 
mungkin ada untuk tiap penyebab, tiap faktor eskalasi 

• ••• i , • it. · 1.,:;; 



kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat 
ditetapkan melaiui FGD. 

+ 

fxlti:; 

Frat Fir; ' 
+ 

+ 

+ 

tr} ;r 

.. 
Hleik m' 

is~itan 

I 
2 

EVENT 

. · FI·rwbl? 
·Liquid 

HAZARD 

.° - Menetapkan kriteria dan skalo dampak serta kemungkinan risiko 
- Mehetapkan skala risiko yang dapat diterima 

- Skala dampak dan kemungkinan 
- Skala risiko yang dapat diterima 

- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pererintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 
- Fasilitator · · · · 

- Penyusunan RPJMD. .·. · .. i 

- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 

- Pedoman Penilaian Risiko 
- CSA/FGD 

CAUSE 
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.. . . ·_ : . •,' 

mengacu kepada pedoman ini, sebagaimana telah 
disajikan pada lampiran Bab II. Selain itu, penetapan · · . · . 

. Pelaksana/Pihak Terkait 

Keluaran 

Tujuan 

.£ 
Waktu 
; 
·t 
·f 
Sumber data utama 

THREAT 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak, 
kemungkinan risiko. 

b] Penetapan skala dampak dan kemungkinan 

1) Menyiapkan penilaian risiko. 
Sebelum proses analisis risiko:dimulai, 
perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan 

penilaian risiko disajikan sebagai berikut: 



e 

Skala 

d C 
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Analisis Risiko 

Kode Risiko Skala 
I Dampak I emung 

kinan ) 

: 2020 
: Meningkatnya derajat kesehatan 
Masyarakat 

: Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat . ? 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 
Kesehatan ' 

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian 

perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur 
proses kerja, peraturan perundang-undangan, 

' ' I • . . : . � i : . ·, '. , ··: : .. 

struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan 

pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, 
dan sebagainya. 

Penilaian risiko menggunakan perhitungan 

pengukuran nilai kemungkinan kejadian risiko dan 
dampak yang ditimbulkan oleh kejadian risiko 
Formulir kertas kerja dengan menggunakan 
FRM09 dan FRMO9A. 

Form 9 
Formulir Hasil Analisis Risiko 

¢) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 
nilairisiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah 

. . ,, :. . : ·. ·.. . .. : ·. ·,·:-· .":,:·- .· ... i''( 

disajikan pada lampiran Bab I pedoman ini. 

d) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam 
suatu dokumen. Semua kesepakatan yang diperoleh agar 

dituangkan ke dalam dokumen.· Hasil kesepakatan akan 
. . .. _.. ,' ,· . ' . ·; .· .. 

dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya. 

e) Menyiapkan bahan-bahan 

,'• 

"R isiko" yang 
Teridentifikasi 

Contoh Formulir Kertas KerjaHasil Analisis Risiko 
i 

• •. • 

a b 
I Risiko Strategis 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, 
Provinsi ABC 

No 

Urusan Pemerintahan 

Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis Pemda 

Tujuan Strategis OPD 



'· 

1 Penerapan PerilakuHidup RSP.20.01.01.01 4 . 4 16 

2 Pelayanan kesehata n]RSP.20.01.01.02 : 5 5 25 
' 

belum memenuhi SPM .. 
Bidang Kesehatan • 

--· 
II Risiko Strategis OPD 1: 
1 Penggunaan layanan 5 4· 20 · 

kesehatan rendah , 

i % 

tidak 
. . . 

(Persalinan RS.20.01.05.02l 
dilakukan pada faskes, I . ' 

kunjungan ibu hamil 
tidak teratur) 

2 Kualitas pelayanan APN 5 5 25 
tidak sesuai SPM RSO.20.01.05.03. 

Kesehatan h 
: 

3 Sarana pendukung ANC 4 5 3 
: 15 RSO.20.01.0 5.04 

kurang:memadai 

4 Mutasi tenaga kesehatan 5 4 20 RSO.20.01.05.10 
Terlatih 

'' 

III Risiko Operasional 0PD1: 

Dinas Kesehatan I 

? 

-· 
1 Data Ibu hamil miskin 

yang belum memiliki + 

jaminan kesehatan lainnya ROO.20.01.05.02 5 5 25 
dari kecamatan . · 
dan kelurahan 

2 Perhitungan kebutuhan 3 3 .- 

9 
dana tidak tepat ROO.20.01.05.03 

.. 
3 Proses cross check data . ' 4 3 12 

dengan BPJS dan 
ROO.20.01.05.04 .. 

J amkeskot yang \ 

membutuhkan waktu 
I 

4 Adanya pasien yang 
masih dikenakan biaya ROO.20.01.05.09 4 2 8 
oleh RS/Bidan (double 
claim) 

- . 

• 
5 Pertanggungjawaban 5 4 20 

tidak tepat waktu 
ROO.20.01.05.10. 

• .. 

6 Pengadministrasian tidak 5 3 15 
tepat waktu 

ROO.20.01.05.11 
t, 

. 
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7 Laporan Realisasi 
.° 

Keuangan Triwulan: 
Kesulitan mengumpulkan : 

I 

administrasi syarat R00.20.01.05.12 5 3 15 
t 

pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, 
berupa dokumentasi 

8 Kegagalan mengidentifikasi 
! .. 

Permasalahan R00.20.01.05.13" 5 4 20 ',, ' 

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 

6a dan 6bKolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a 
... 
; 

�� 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan 

perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikar 

peserta diskusi 

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan 

perhitungan rata- rata/modus skala kemungkinan yang 

diberikan .peserta diskusi 

Kolom f diisi dengan hasil perkalianh antara skala dampak 
dan skala kemungkinan 

4) Evaluasi Risiko 
Evaluasi risiko dilakukan untuk melakukan sortir risiko- 

' vu 

risiko yang memang memerlukan perhatian lebih, terutama risiko 
yang berada di luar batas toleransi dan tingkat risiko yang.akan 
diambil. 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat 
risiko dan toleransi risiko yangmenyebabkan risiko-risiko 
dengan nilai 25 merupakan risiko-risiko yangperlu perhatian 
Kepala Daerah. 

Sehingga untuk setiap risiko dengan nilai 25, risiko · 
f 

tersebut harus dilaporkan sampai pada Kepala Daerah. Risiko 
risiko yang ada di unit kerja diambil 10 (sepuluh) Risiko 
Teratas, namun apabila terdapat lebih dari 1O Risiko dengan 

84 
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" 

- Mongidntilikati pongondaliar yang sugoh, ala trkait dongan risiko yang 
diprloritackan unui itanganl (dioitta) ' 

- Monilal otoktifitas pongondalian yang oaia . { : 
- Mongicionti(or=i pongandalian yang, rnaaih ibutuhkan/ibangun 

- 0after pong@nialion yang ocdc untuk rioting-rating risiko prioritas 
uruca wait/pilihar . .' :. • rs, 

- cil ihunitikai pongandaian yang masit dlbutuhkon untuk mazing 
-maing rinio poritau urusan wafib/plhan . ' 

trrtagls arrowintah Dara h 
- Sokda solaku Coordinator . 
- unit Po-nilit mitiko lngkat Elon 2(xopala onp/sxep dan Kabag/Kabid 

oeD) · ·. 
- fcrilitotor ' 
stratgi (dtita) op ,, 
- Kopaio oPD' . . 
- tnit Pomilk Risi Tinpat Erolon I, an 2 
- Faziliator · 
Oyercioa oPt 
- Kapato op . 
- unit Pomilik Ris«ko Tingkat. Esolon 33 dan d 
- csilitotor 

S&rertgls Pernorintam Do«eat . . 
- oryuaunar &D • " 
- Diiovlu/ ilrutakhi«an totiap tahuin poda saot peryusunan Kua/PAS 
Stratogis (Entitas)oPD '. .:. ;'j' 
- ado caat ponytunan onstra omp · : · .· 
- Uiroviu/ dimutakhiran sotiop tabun poda caat ponyusunan mKA-OPD 
Oporolonal OD . . 
Paia aat paryusunan RK4-OPD 

CsA/rGD 

risiko 

pemerintah 

Terhadap 

waktu 

Polakcna/Pinak Torkait 

olurow : 

Tujuar 

'f 
t t t 

Sumnbor data utamo 

lkhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 

"wiiii=" 

nilai 25, maka selurun risikodengan nilai 25 

dilaporkan kepada Kepala Daerahi melalu · 

Manajemen Risiko. Proses evaluasi Risiko. difasilitasi 

Formulir FMR1OA. 

Langkah pekerjaan dalam penyusunan profil risiko: 
1. Tentukan nilai RPN (Risk Priority·Number) berdasarkan 

perkalian nilai D, K, dan Di. 

2. Sortir risiko-risiko yang perlu untuk menentukan kategori .. '. . 

penanganan risiko, 

3. Untuk risiko-risiko dengan nilai yang sama, perhatikan nilai 
dampak, berikan RPN yang lebih tinggi untuk risiko yang 
nilai dampaknya lebih besar. 

yang akan diprioritaskan 
'.. . ·. · 

daerah diharapkan membangun 
.' .':;·:' .·i, 

ditangani, 
pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya 
risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko 
muncul atau keduanya. 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup 
penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki 
pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. 

. •,·• .. •.·: 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang Dibutuhkan 



Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai 

efektifitasnya. Pengendalian dinyatakn tidak efektif antara 

lain jika : 
a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

, 2019). 

(4) Penetapan penanggungjawab ·pengendalian yang 
',, . 

dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang 
dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, 
berwenang, dan terkait dalam membangun 

meriangani · risiko yang mampu namun belum 
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teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya. 

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas 

Kesehatan pada Kabupaten XYZ, langkah ini dilakukan 

sebagai berikut : 
a) Risiko Operasional Data Ibu hamil miskin yang belum 

memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan 

kelurahan belum ada. 

(1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko'ini 
adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes 
Nomor 3 Tahun 2019). 

(2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan 
kelemahan pengendalian (celah pengendalian). 
Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang 
adabelum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian 
yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, 
pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 
pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih 
lemah (masih ada risiko lain yang timbul) . 

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan 
Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh. 

. · 

PemerintahKabupaten XYZ untuk menangani risiko 
pada.Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah 

· · 
Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 



Menyusun 
rncangon informasi 
don komunilosi otos 

tisiko dan RIP 
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- Mengidentifikasi Rencana Tindak.Pengendalian (RTP) untuk mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalaian . i. 

- Mengidentifikasi RIP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis 
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional 
OPD 1 'h 

- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasl Risiko 
- RekapitulasiRIP 

Strategis Pemerintah Daerah 
- Kepala Daerah 
- Sekda selaku kordinator ·.. . 
- Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepala daerah dan kepala OPD/SKPD) 
- Fasilitator · 
Strategis (Entitas) oPD . 
- Kepala OPD 
- Unit Pomilik Risiko Tingkat eselonl atau 2 (Kepala O37D/SKPD dan Kabag/ 

kabid) . ' 
- Fasilitator (opsional) 
Operasional OPD 
- Kepala OPD 
- Un't Pemllik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4 OPD 
- Fosllitator (opsionol) 

Strategls Pemerintah Daorah 
- Penyusunan RP.JMD · . 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 
Strategls (Entitas) oPD 
- Pada saat penyusunan Renstra OPD . 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD 
Operaslonal OPD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 

cs:/FGD 

g 'ti 4 

Range Mengat 
isiko 

Tujuan 

Keluaran 
!t t 

Pelaksana/Pihak Terkait 

Sumber data utama 

Weng@tos 
Xelemahan 
Ling'ungan 

Pongendolion 

lerumuskan 
Tindakan untul 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat 
untuk membangun pengendalian 'yang diperlukan guna 

\ . 

mengatasikelemahan lingkungan pengendalian intern dan 
mnengatasi risiko prioritas yang·sudah teridentifikasi. 

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

pengendalian, yaitu Kepala Bidang. 
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 

Ikhtisar Penyusunan RTP 



Penanggung 
jawab 

Sekda 

kelemahan 

Rencana Tindak 
PerbaikanLingkungan 
Pengendalian 

Analisis/kajian Kelemahan Inspektorat 
Pengendalian kepatuhan 
hukum 

Penyusunan peta ' 
kompetensi dan perbaikan 
SOP penempatan pegawai 
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. ' 
Penilaian risiko rencana • • 1 • 

strategis dan rencana kerja 

·Penyusunan kebijakan 
Manajemen risiko. 

B 
Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

Pegawai belum 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi dan 
Pengalaman 

Kepemimpinan yang· kondusif 
Pimpinan belum 
menetapkan kebijakan 
Manajemen risiko 

Banyak terjadi 
• pencopotan/mutasi 
pejabat daerah karena 
tersangkut kasus hukum 

Komitmen Terhadap Kompetensi 

Rencana strategis dan 
rencana kerja pemda 
belum menyajikan 
informasi mengenai risiko 

berdasarkan 

Kualifikasi dan kompetensi Recruitmen dokter dan 
Dokter serta tenaga tenaga kesehatan 
kesehatan di RSUD Kab. 
XYZ belum memenuhi 
kebutuhan akan 

· · pemberian 
pelayanan kesehatan di 
Era JKN 

1 

1 

2 

1 

2 

lll 

II : 

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, 

selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk 
r ' ' . ' '·, , ; 

Lingkungan Pengendalian sebagaimana sebagai berikut: 

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi 

Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan 
. ' 

lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat 
· ; · ..' 'ii 

RTP lingkungan pengendalian: Sebagai contoh, 

, ' 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian : 2020 

No. Kondisi Lingkungan 
{ 

Pengendalian yang 
Kurang Memadai 

t 
! 

I 
a 

Contoh Formulir Kertas Kerja 
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 



Triwul 
an II 
202 
0 

Inspektorat 

RSUD 
Kabup 
aten 
XYZ 

Dinas 
kesehatan 

\ 

Evaluasi pembcrian layanan lnspektorat 
dan kepatuhan regulasi 

Kajian rancangan BKPSDM 
perhitungan hasil kinerja 
terhadap penghasilan 

Kebijakan efisiensi BKPSDM 
penggunaan anggaran 

Kajian rancangan BKPSDM 
pemberian reward dan/ataut 
punishment atas '_ 
Manaiemen risiko " 

Sosialisasi budaya'risiko Sekda 
pada setiap rapat bulanan 

Penyusunan strategi 
pemenuhan dan ' 
pendistribusian SDM 
kesehan (Rekomendasi 
BPK) 

Perbaikan sistem . 
Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD 
Kabupaten XYZ 

Perbaikan prosedu 
pengawasan kinerja dan 
penyusunan PKPT 
in'pektorat 

Evaluasi kinerja pegawai 
belum dipertimbangkan 
dalam perhitungan 
Pen. hasilan 

Pemda belum 
menginternalisasi budaya 
sadar risiko 

Perwujudan Peran APIP yang Efektif 
lnspektorat Daerah belum 
melakukan audit kinerja 
atas penyelenggaraan 
urusan kesehatan dalam 
tingkat strategis 

Belum terdapat 
pemberian reward 

. dan/atau punishment 
atas Manaiemen risiko 

Anggaran pengembangan 
SDM belum memadai 

4 

2 

3 Pelayanan pasien BP]S di 
Kab. XYZ belum optimal 
dan terdapat regulasi 

~ Dinas Kesehatan 
Kabupaten XYZ tidak 
berjalan sebagaimana 
mestinya yaitu ketentuan 
mengenai praktek dokter 

3 

1 

5 Pemerintah Kabupaten 
XYZ belum memiliki 
strategi dalam 
pemenuhan dan 
pendistribusian SDM 
kesehatan 

6 Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSU D 
Kabupaten XYZ belum 
memperhatikan tingkat 
kebutuhan dalam 
pemberian 

V 
1 
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IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan 
SDM 

Keterangan ' 
Kolom a diisi dengan nomor urut • 
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang 

kurang memadaiKolom c diisi dengan perbaikan yang akan 
dilakukan 

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk 
.' • ' •• . • ·% 

menyelenggarakankegiatan pengendalian 
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RT 



,' 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai 

atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat 

meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi 

tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak 
risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru 

• 
• 

.'; 

• % i 

dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau 
· • i • v • 

mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat. 

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko 

(abate) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 
¢ 

+ _ 

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan 

terjadinya hasil yang negatif d~pat berkurang. Istilah 
lain yang juga digunakan adalah pencegahan 

(prevention). 

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko 
(mitigate) Respon ini dilakukan dengan cara 
mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko 

A O >, 

agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga ·. · ' 
digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate 

yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan 

. 

dalamRangka Mengatasi Risiko. 

90 

' ' ' ' 

terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi 
risiko (reduce). 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian 

f + • 

(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko 
(5) Respon ini melibatkan pihak lain '(kemitraan) dalam 

menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh 

mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, 

asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan 
« • ·. ' t' ' 

pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon 
risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam 
memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk 

• 
• 

• 

•• •• 

, 

I , • 

memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan 

tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 

(1) Menghindari risiko (avoid) 

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
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· 

L 

mempertahankan risiko atau 

.. 
Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk 

tujuan strategis : 
"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" 

disajikan sebagaimana form10 (kolom g-i), 

selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko 
prioritas dan RTP-nya disajikan dalam form 10. 

joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan 
'+ 

kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan 
instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial 
atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi, 

' . 

atau upaya kerja sama pembiayaan (sharing 

pembiayaan). Jika risiko dibagi, baik keseluruhan, 

maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer 
risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang 

,. 
• • • 

'�" 
,' 

• 
I 

• • ' ' ' 

memeroleh transfer risiko . tersebut tidak dapat 

mengelola risiko itu secara efektif. 

(accept/retain) 
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada 

risiko tersisa yang dipertahankan..Pada kasus ekstrem, 
dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan 
respon yang lebih baik, selain · menerima risiko. 
tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko 

Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak 
Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang 

Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, 
dan Target Waktu Penyelesaian. 

(6) Menerima 



. ' 
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: Pemerintah Kabupaten YZ 
: 2018 
: Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat 
: Urusan lajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

... --cir;:8;5:j ·' 

Rlslko strut@gls Pimerintah p~era 
I 

'Pelayonon kesehaton belum Rekrutmen tencga honorer Kepala Dceroh Iriwulan IV 
memenuhi $?\M Bidorg esehaton kesehatan 209 

II Risio Strotegis 0?0:.Di nos 
Keet0ton (20I9-2023) 

$aiono pen'utung AC 'urong Evoluasi otas lmplementasi Kepola Dinas Iriulon/ 20I9 
memcdoi $0P Act Koibrasi 

· 
Evoluasi altos implementasi Kepala Dinas. 1riwu'on 120l9 
Standar Pelayanan 

, t' 

' Puslemos 

Ill Bisio 0per0son0l 0PD:Dinos 
esehaton (20I9) 

· Data lbu homil miskin yang belum Evaluasi atas implementosi Kepal 8qgion Ii»wulon20I9 
memiii jominon keseh0ton (Permenles omor 3 Tohun 
loinnya dari ecomoton don 209) 
kelurohon belum oda 

Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Nara Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian 
yang dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas 
merupakan. bentuk dari "mengubah/mengurangi 
munculnya risiko (abate). 
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dapat 

sesuai 

belum/tidak 

• + 

,·' _: .' ' ', : 

belum/tidak dapat 

. 

(2) Prosedur pengendalian 
'h 

dilaksanakan; 
+ • • 

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang 
jelas; 

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada'tidak 
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dengan target waktu penyelesaian RTP. 

namun belum mampu menangani risiko 

dengan peraturan diatasnya.' 
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 

+ 

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk 
menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi 
dengan target waktu penyelesaian RTP. Kolom e Diisi 
dengan alasan tidak efektif: 

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 
l ,,.: , , I • , . '; 

Keterangan : 

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan 
. . ' ' 

risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko Kolom d 
diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang 
sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama 
SOPnya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 
kali sehari. Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian ·. sudah 
dilakukan, namun belum mampu menangani 
yang teridentifikasi; 

teriden tifikasi, 

Prosedur pengendalian 
dilaksanakan, 

- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku 
yang jelas, 

Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai 
. ' 

dengan peraturan diatasnya 
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk 
menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi 



. 
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· · .' 

Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP. 
. ,' .:. ' ·.:.. : . ,. .. .:'. :·. 

Rancangan informasi dan komnunikasi merupakan 

rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar 
pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui 

keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai 
diinginkan. 

c) 

. · 

Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko 
dan RTPdisajikan sebagaimana form.12. 

b) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana 
Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan 

lingkungan pengendalian dan rencana tindak 
kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan 
bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama 
atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, 
pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut · ··· , 
dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi 
rencana tindak perbaikan pengendalian. 

. . . . 

Contoh form rancangan pengomunikasian 
+,' 

yang dibangun disajikan sebagai berikut: 
•', . ,, ·.·.':' . !. 

Contoh selengkapnya pentuk form rancangan pengomuni 
kasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam form 11 

d) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan 
RTP Rencana Tindak Pengendalianperlu memuat 
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk 
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya 
dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan 
berj alan efektif. 
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pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 

menyempurnakan atau 3) Membuat 

"» : · 
b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah 

dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan 
kebijakan dan prosedur ke dalam. kegiatan operasional 

• t • ,' · ·' 

, 
' '• :, ,.· . , .. -: 

sehari-hari yang hars ditaatioleh ·el th -·:bat. uru. Ad? seruru. pc]a,rat, 
pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

-. ·', .··, _;. 

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur 
pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan 
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan 
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun; . 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area 
yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau 
diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan 

dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan 
kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila 
diperlukan.: 

3. Kegiatan Pengendalian .·• 
Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang 

. . 

akan dilaksanakan untuk menigatasi kekurangan 

pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu 

dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak 

Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak 

meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan 

atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai 

tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun 

dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian 

yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

membangun infrastruktur pengendalian meliputi: 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 
• . ' . •, ·. ! ·.- ; ·. :. t·. i, .. , .... , ..• 



4. Informasi dan Komunikasi 
Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat 

komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap 

tahapan Manajemen risiko, sejakpenilaian kelemahan 
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan 
pelaksanaan kegiatan pengendalian. " " 

' ' Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, 
' . 

setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur 
,, 

pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi 
kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerahperlu 
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada 
pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, 
Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. 

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah 
disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya 
Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, 
APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian 
sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh 
pengomunikasian antara lain dalam b.entuk: 

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 
pemberlakuan kebijakan; 

. . 
b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah 

(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak 
yang berkepentingan; 

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya 
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar 
hadir, foto pelaksan.aan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian 
menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah 
dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan 
Komunikasi RT. Koordinasi pengomunikasian dan 
pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR 
Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RT 
atas Risiko Strategis Pemerintah. Daerah, dan oleh UPR 
Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko 
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko . 
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Operasional Perangkat Daerah. 
Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian 

sebagai berikut: 

Reiss Pngnsoksk Pijdt'a tag !bang. 
Nr fowhbh ewnh 
Thur wbun 
hiaw hikl 
lug wwrtrle 

Relmtnen le opp hue opt rd/ope Dioslesetot lie.in/8 %ewi ' 
tee lg do 808$/ ,. 

·' 'wt socio& 2 oloi otos npkemetasi i.pl 9rt ins $at0is ·1iwiltniw 'et.wi 
$1twos lot {do tes~et teetotetot · dtiiltrjfi 

3 inol psi ts iplentos hot9rt is $u/is fenui'l Test dimwit«l 
$04l la (esett le#ton teitt Tittl8 dtinihitoiti 

4 wlwsi to i}enaos tut$wt Dinos u!bigs iii.ol etuai'l 'ebh llsmoll 
[?emel«es nor.$ tu {in«t (extat te#had le/tot did~citt 1 - ......... I .. ·;-. 
as 1tt 

5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan 
berjenjangmulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah 
(Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/' Kepala Bidang (Pejabat 
Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) 

sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. 
Pelaksanaan pemantauan Manajemen risiko .pemerintah 

+ 

daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit 
Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 

i 
pelaksanaan Manajemen risiko pada UPR. Asisten Sekretaris 

,, 

Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada 
Perangkat Daerah. 
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Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12 

kitciigtett 
disc'on, 
diluentt 
sit0, 
dibusiton. 

0Kite. 
ebe, 

Desemle 

; Pmwirk Katupskm X 
; 2o.8 
:Mer!gt:n Dant,pl Keeslatan Mesywrlat. 
:Uuan Wjb Playparan Dear ~idang Kasehsban 

Monitoring dun Elusihs Pigekl'an liten Rslisasi 
. . 

· . I 

Rekutmen tenugo hone (ofimwsi Bulononolh 0Kite. 
lesehoton persiqpon don (epl 0has vents, 

lop0ion Iesehotc .Deentg 
plan Dieltu 8ND 
lejig Iiisidna 

le 
ispelt0rat 
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l 
I • .! . 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, 
sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, 
pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan 
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian 

', · · . 

yang telah dibuat. Pemantauan ataskegiatan pengendalian 
bertujuan untuk memastikan bahwa 'pengendalian yang telah 
dirdncang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 

• ' i '.8; . ,'it 

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap 

tahapan Manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan 

pengendalian, proses penilaian risiko, dan 

kegiatan pengendalian. 

2 0¥ 
• • • • • 

; 
• : � • ' • : 

f 

.. 

,· 

• 
'. • • 

• 
• 

Mam Pwmwrhk er 
Tiun Pwlkn 
Tian stntel 
Lean Penbalan : 

Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern 
• 

• 
• 

•• i ' • • 

yang telah diisi realisasinya (kolom f-g). 
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Walikota 

l 
" 

Kepala Dinas 

Evaluasi atas 
Implementasi SOP 
Persalinan 
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Evaluasi atas 
Implementasi SOP · 
Alat Kalibrasi 

' . 

Evaluasi atas Kepala Bagian 
Implementasi ..· 
(Permenkes Nomor 3 
Tahun 2019) ' 

Evaluasi atas Kepala Dinas 
Implementasi 
Standar Pelayanan 
Puskemas ..· 

Risiko strategis 
Pemorintah Daerah 

1 Pelayanan kesehatan 
belum momenuhi 
SPM Bidang 
Kesehatan 

Risiko Strategis OPD: 
Dinas Kesohatan 
(2019-2023) 

1 Sarana pendukung 
ANC kurang 
memadai 

1 

II 

II Risiko Operosional 
OPD : Dinas 
Kesehatan (2019) 

1 Doto lbu hamil miskin 
yang belum memiliki 
jaminan kesehatan 
lainnya dari 
kecamatan dan 
kelurahan belum ada 

. .· 
d 

· No '' 
. Pernyat@an Pengendolian yang , Penanggung Tar~et 

· Risiko dibangun untuk.' Jawab '9' 
.· rengatasi Risiko. · Penyolesaia 

Form pencatatan kapan terjadinya risiko 

teridentifikasi menggunakan form 12. 
Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah 

untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah 
Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan 
Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional 

Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian 
+ • ts 

risiko yang dapat diilustrasikan sebagaimana berikut: 

Ccntoh Tine'ak Fugandallai untuk Mengataal RHaile 
Nan Penerintnh Dereuh : Pereririuh Kzbuptin.YE 
'Tahu Pellalen : at46 ·. 
Uren Pererirtuhen Urue' Il 

membuat catatan mengenai kapan risiko'terjadi (risk event) 

dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan 
tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan 

efektivitas pengendalian yang telah dil~ksanakan. 

} 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian 

risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu ... ' ' '.·' '. 



. , '. 

Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 
I ' • : ' 

,'+ 

102 

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian 
risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu 

dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, 
sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat. 

• ·. i i 

strategis Perangkat Daerah .(entitas) dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah perlu 
dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak 
terkait. 

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR 
• '.,ii. 

disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Manajemen 

risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait 

dengan Manajemen risiko setidak-tidaknya 

Laporan Pelaksanaan Penilaian. Risiko dan 
Berkala Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. 

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari 
risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko 

strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD, 

penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan 
Hasil Penilaian 'Risiko atau ·Laporan Pelaksanaan 

Penilaian Risiko. 

BAB V. PELAPORAN 

luar APBD/DPA. ' ·'. · .,_ _ 

Manajemen Risiko ntuk aktivitas khusus ini dilakukan 

dengan menggunakan formulir-formulir yang sama dengan 

Manajemen Risiko terhadap program:kerja. 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh 

dalam setiap tingkatan, pemantauan d~lam bentuk evaluasi 
terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku 

Penanggung jawab Pengawasan Manajemen Risiko. 

Penilaian Risiko Khusus 
Selain terhadap program kerja, Manajemen Risiko juga 

dilakukan terhadap aktivitas tertentu, misalnya pekerjaan di 



. ' 

B. Pelaporan Berkala ManajemenRisiko oleh UPR 
Pelaporan Manajemen risiko dilakukan 

. -. 
triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk 

t ',·t · ,+. ; »" 

entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR 
Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis 
Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat 

. Daerah dikoordinasikan oleh UPR Timgkat Eselon 2. 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 

. • • .. ! .· 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi: 
. . . . . . ., 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional 
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap. 

• . . · ' , !-<: ,· .. ·•.•· .: . :···, 

Unit Kerja Triwulanan; •. 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional 
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap. 
Unit Kerja Tahunan. ; · 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi: 
a. Laporan Risiko dan RTP.tingkat strategis (entitas) 

Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani'oleh setiap Perangkat 

, + , + • 

Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) 
Perangkat Daerah dan 'Operasional Perangkat 
Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani 

,·. . . ,_. .- 1· 

oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat 

Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan: 
': 

b. Laporan Kompilasi selruh Urusan 
Strategis Pemerintah Daerah Tahunan. 
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·, 

BUPATI TANJUNG, ,UNG TIMUR, 

#? 
H. ROMI HARIYANTO · ., 

-�. :"_ i-·•· J' ' �/;" 

·· " . 

C..Laporan berkala pemantauan Manajemen Risiko 
Unit Kepatuhan Internal 
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 
Manajemen Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal · , 

yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan 
tembusan kepada Sekretaris Da~rah. 

' ! 
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